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ABSTRAK 

 

Risnawati.B, 2021. Implementasi Pemberian Bantuan Dana Program Keluarga 

Harapan (PKH) bagi Masyarakat untuk Mengentaskan Kemiskinan dalam 

Presfektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pekendekan Kacamatan 

Sabbang Kabupaten Luwu Utara). Skripsi. Fakultas Syariah, Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dibimbing oleh H. Muammar Arafat 

Yusmad. dan H. Hamsah Hasan. 

 

Permasalahan pokok penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana implikasi 

pemberian bantuan dana program keluarga harapan di desa Pekendekan? 2) 

Apakah ada faktor penghambat dalam pemberian bantuan program keluarga 

harapan di Desa Pekendekan? 3) maqashid yariah terhadap pemberian bantuan 

dana program keluarga harapan di Desa Pekendekan?. Penelitian ini bertujuan 

untuk: 1) mengetahui Bagaimana implementasi pemberian bantuan dana program 

keluarga harapan di Desa Pekendekan.2) mengetahui Apakah ada faktor 

penghambat dalam pemberian bantuan program keluarga harapan di Desa 

Pekendekan. 3) mengetahui Bagaimanakah maqashid syariah terhadap pemberian 

bantuan dana program keluarga harapan di Desa Pekendekan. 

Penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian Kualitatif bersifat 

deskriptif. Dalam rangka mendapatkan data yang dibutuhkan maka penulis 

menggunakan teknik, antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber 

informasinya adalah kepala desa, pendamping PKH, masyarakat penerima PKH, 

dan masyarkat yang tidak menerima PKH. 

Hasil penelitian ditemukan bahwa: 1) implikasi pemberian bantuan dana 

program keluarga harapan di desa Pekendekan masih belum merata dari segi 

aspek pendataan. 2) faktor penghambat dalam pemberian bantuan program 

keluarga harapan di Desa Pekendekan yaitu: a) Data yang diberikan oleh aparat 

desa banyak mengalami permasalahan terkait ketidak sesuaian yang ada 

dilapangan. b) Adanya komplen dari masyarakat yang lain kepada pendamping 

terkait kelayakan seorang anggota penerima PKH, yang dianggap tidak sesuai 

untuk menjadi penerima bantuan PKH. c) Informasi yang diberikan pendamping 

kepada anggota penerima PKH tentang pembagian sembako berdasarkan waktu 

dan jamnya banyak yang biasanya tidak terlalu memperhatikan sehingga biasanya 

harus diundur. d) Adanya sebagian anggota yang menjadi penerima PKH tidak 

mampu dalam menggunakan sosial media sehingga menyebabkan sulitnya dalam 

berkomunikasi.e) penggunaan aplikasi penarikan dana bantuan yang dilakukan di 

bank menyebabkan aplikasi tersebut  megalami permasalahn jaringan karena 

melebihi dari jumlah kuota penerima bantuan.3) Maqashid Syariah terhadap 

pemberian bantuan dana program keluarga harapan di Desa Pekendekan memiliki 

tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan 

pokok (al-dharurriyah), yang terdiri atas pemeliharaan Agama, jiwa, akal, 

keturunan, dan harta. 

 

Kata Kunci : Mengentaskan Kemiskinan, Pemberian Bantuan PKH. 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berbicara terkait dengan masalah kemiskinan yang terjadi terus menerus 

dalam suatu Negara merupakan salah satu masalah yang selalu dihadai oleh setiap 

manusia dalam suatu Negara, khususnya Negara Indonesia sendiri. Kemiskinan 

merupakan faktor utama dari permasalahan perekonomian yang terjadi dalam 

lingkup masyarakat yang belum dapat terselesaikan, bahkan belum menemui titik 

terang dari penyelesaian permasalahan terkait tingkat kemiskinan yang masih 

tinggi di Negara Indonesia saat ini, Pemerintah terus menerus berupaya untuk 

melakukan bahkan mencari titik penyelesaian dari faktor kemiskinan dengan 

mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dianggap dapat menyelesaian faktor dari 

permasalahan kemiskinan yang terjadi dilingkup masyarakat dengan memberikan 

bantuan dana bagi suatu desa  untuk disalurkan keseluruh masyarakat yang berhak 

untuk memperolehnya yaitu berupa bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) 

Desa.   

PKH merupakan program perlindungan sosial melalui pemberian bantuan, 

baik tunai maupun non-tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). 

Tujuan utama program ini, adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai 

kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta meengubah 

prilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling 

miskin. Dalam jangka pendek program ini diharapkan mampu mengurangi beban 



RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai 

kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari 

perangkap kemiskinan.
1
     

Presfektif Hukum Islam memandang bahwa yang menjadi penyebab utama 

dari faktor terjadinya kemiskinan sesungguhnya merupakan sunnatullah fil hayah. 

Keberadaan kelompok masyarakat yang berbeda tingkatan ekonomi atau 

penghasilan. Islam tidak pernah berbicara mengenai bagaimana upaya untuk 

“menghilangkan” kemiskinan, Islam  menjelaskan terkait upaya untuk mereduksi 

dan meminimalisir tingkat kemiskinan  agar dapat menciptakan kehidupan yang 

lebih sejahtera dengan cara mengembangkan sikap saling tolong-menolong, saling 

mengisi, tetap menjaga hubungan silaturahim, dan saling bersinergi. 

Islam memandang bahwa tingkat kemiskinan dapat diminimalisir dengan 

menerapkan  lima pilar penting dalam pembagunan dalam suatu masyarakat yaitu: 

(1) ilmu para ulama, (2) Pemerintah yang adil, (3) kedermawanan kelompok 

orang-orang kaya, (4) doanya orang-orang fakir, dan (5) kejujuran  para pegawai.
2
 

Pemerintah yang tidak dapat memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya 

dalam memenuhi asas kebutuhan rakyat miskin yang berkaitan dengan 

pemenuhan dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial bagi 

masyarakat miskin dengan adil dan merata dapat dikategorikan pemerintah yang 

korup, serta zalim karena tidak dapat memnuhi kewajiban dan tanggung jawabnya 

                                                 
1
Irvan Syauqi Beik, Ekonomi Pembagunan Syariah, h.70. 

 
2
Mujiyono Abdillah, Agama Ramah Lingkungan:Presfektif Al-Qur’an, (Paramadina, 

2009) 

 



sebagai salah satu orang yang memiliki kedudukan penting, yang terdapat didalam 

lingkup masyarakat.
3
  

Kemiskinan dapat ditekan dengan upaya perhatian, pembelaan, dan 

permberian perlindungan terhadap kelompok miskin yang dilakukan oleh mereka 

yang termasuk dalam kategori kelompok yang mampu dari segi ekonominya. Para 

pihak yang dianggap mampu diharapkan dapat mengoptimalkan potensi yang 

dimiliki, baik itu secara individu, maupun itu secara kelembangaan, sehingga 

tingkat kemiskinan masyarakat dapat diminimalisir. Apabila dalam kategori 

kelompok yang mampu tidak memperdulikan nasib kaum miskin, maka islam 

memandang bahwa mereka termasuk kategori orang yang termasuk dalam 

kategori sebagai kelompok, ataupun individu yang termasuk dalam para pendusta 

agama
4
 (Qs. Al-Maa’un: 1-3)

5
 

                              

Terjemahnya:” (1). tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? (2). 

Itulah orang yang menghardik anak yatim, (3). dan tidak menganjurkan memberi 

makan orang miskin” 

 

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah sangat membenci orang yang 

mendustakan agama dengan perbuatan yang tercela dengan cara menghardik anak 

yatim dan mengambil hak orang miskin sesungguhnya orang-orang yang 

                                                 
3
Asep Usman Ismail, Al-Qur’an dan Kesejahteraan Sosial, 2009, h.6. 

 

4
Irvan Syauqi Beik, Ekonomi Pembangunan Syariah, h.71.  

 

5
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: CV. Diponegoro, 2008),  

h. 309.  



melakukan perbuatan tersebut, maka akan mendaptkan azab yang pedih oleh 

Allah swt  dalam ayat ini menjelaskan bahwa jika kita tidak mampu untuk 

memenuhi kebutuhan orang miskin hendaknya kita tidak pula melarang orang lain 

untuk memenuhi kebutuhan orang yang sedang kesulitan (orang miskin). 

Pemerintah melakukan berbagai program anti-kemiskinan yang telah 

diciptakan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Untuk meratakan 

pembagunan antar daerah Pemerintah menciptakan berbagai program inpres 

dengan ketersediaan dana dari Pemerintah untuk diberikan kepada Pemerintah 

daerah yang kemudian nantinya akan digunakan untuk membagun berbagai sarana 

dan prasarana yang dapat memperlancar upaya pemberian pelayanan didaerah 

pedesaan.  

Paradigma pembangunan kesejahteraan sosial secara kasat mata belum 

membawa umat manusia kepada kesejahteraan yang sejatihnya lahir batin. Justru 

kenyataanya masih berbanding terbalik dari apa yang terlihat saat ini, 

pembangunan sosial yang dilakukan berbasis pada paradigma kapitalis, yang 

hanya bertumpu pada kepentingan para pemilik modal, yang justru menjadi pihak 

yang paling banyak memiliki peranan penting dalam melahirkan berbagai 

kerusakan lingkungan ekologi manusia yang menyangkut tata ruang, penggunaan 

sumber-sumber kekayaan alam, air, minyak, dan gas bumi. Secara keseluruhan 

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan sumber daya alam yang begitu 

melimpah. Akan tetapi, dari segi pengelolaan yang dilakukan secara paradigma 

kapitalis justru tidak dapat menyelesaikan atau meminimlisir tingkat kemiskinan 

dan meningkatnya angka pengangguran yang masih tinggi di Indonesia yang 



menjadi  ancaman serius yang menyangkut eksitensi Negara Kesatuan Republik 

Inodesia. Kondisi seperti ini  telah dijelaskan dalam (Qs. An-Nahl:112)
6
 

                        

                         

 

Terjemahnya: “Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) 

sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram, rezeki datang kepadanya 

melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari nikmat-

nikmat Allah, karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan 

dan ketakutan, disebabkan apa yang mereka perbuat.  

 

Dapat dipahami bahwa penjelasan dari ayat diatas menjelaskan bahwa 

sebuah Negara yang dahulunya tentram dengan rezeki yang melimpah dan 

penduduk yang ada dalam Negara tersebut tidak mengalami kesulitan apapun, 

tetapi semua itu berbanding terbalik ketika masyarkat yang ada dalam Negara 

tersebut tidak lagi percaya akan adanya Allah dengan menginggakari semua 

nikmat-nikmat yang diberikannya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang 

dimurkai oleh Allah, maka Allah menurunkan azab yang pedih kepada penduduk 

Negara tersebut dengan memberikan kekeringan dan masyarakatnya hidup dengan 

dipenuhi  rasa takut. Maka dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa 

kesejahteraan suatu Negara tergantung pada prilaku pemimpin dan 

masyarakatnya. 
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PKH diarahkan untuk menjadi salah satu program Pemerintah yang dapat 

mengatasi permasalahan kemiskinan, dengan mensinergikan berbagai program 

perlindungan dan pemberdayaan sosial masyarakat.
7
 Dengan adanya program 

PKH  di Desa Pekendekan yang bertujuan untuk mengurangi  beban masyarakat 

miskin didesa. 

Diharapakan dengan adanya program PKH Pemerintah ini dapat 

memenuhi aspek keadilan dalam segi implementasinya bagi masyarakat yang 

berhak untuk menerimah bantuan tersebut, atas dasar permasalahan yang telah 

dijelaskan diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Implementasi Pemberian Bantuan Dana Program Keluarga Harapan 

(PKH) bagi Masayrakat untuk Mengentaskan Kemiskinan dalam Presfektif 

Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pekendekan Kacamatan Sabbang 

Kabupaten Luwu Utara)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkaan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka 

perumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana implikasi pemberian bantuan dana program keluarga harapan 

di Desa Pekendekan? 

2) Apakah faktor-faktor penghambat dalam pemberian bantuan program 

keluarga harapan di Desa Pekendekan? 
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3) Bagaimanakah maqashid syariah terhadap pemberian bantuan dana 

program keluarga harapan di Desa Pekendekan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan adapun tujuan penelitian ini 

adalah:   

1) Untuk mengetahui Bagaimana implikasi pemberian bantuan dana program 

keluarga harapan di Desa Pekendekan. 

2) Untuk mengetahui Apakah faktor-faktor penghambat dalam pemberian 

bantuan program keluarga harapan di Desa Pekendekan. 

3) Untuk mengetahui Bagaimanakah maqashid syariah terhadap pemberian 

bantuan dana program keluarga harapan di Desa Pekendekan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian dapat dibagi menjadi dua yaitu: 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru untuk 

meminimalisir tingkat kemiskinan yang terjadi bagi Pemerintah dan masyarakat 

dalam mengatasi setiap persoalan yang terkait  dengan kemiskinan yang terjadi 

didalam ruang lingkup masyarakat. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah, semoga dapat meminimalisir tingkat kemiskinan yang 

terjadi dalam lingkup masyarakat dengan tetap memperhatikan asas keadilan 

sesuai dengan presfektif hukum Islam.   



b. Bagi Masyarakat, semoga dapat membantu Pemerintah dalam   

meminimalisir berbagai persoalan terkait tingkat kemiskinan dengan 

mengutamakan asas keadilan sesuai dengan presfektif hukum Islam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Sebelum diadakannya penelitian ini, sudah ada beberapa hasil penelitian 

yang relevan. Berikut ini beberapa penelitian yang membuktikan keberhasilannya 

yaitu: 

1. Priska Matualage Tahun 2015 Implementasi Kebijakan Program Keluarga 

Harapan (PKH) Di Kota Manado (Studi Kasus Di Kacamatan Tuminting). Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa peaksanaan PKH  sudah berjalan sejak tahun 

2007 hingga tahun 2015 masih mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaan 

yakni sebagai berikut: (1) Adanya masalah dalam pendataan atau penetapan 

sebagai penerima bantuan karena dinilai belum selektif dan belum tepat sasaran, 

dimana seharusnya bantuan tersebut diperuntunkkan bagi masyarakat yang belum 

terjangkau tetapi tidak terdaftar sebagai peserta PKH, namun sebaliknya diterima 

oleh mayarakat menegah. (2) Tidak konsistensinya peserta PKH terhadap syarat 

dan ketentuan yang telah ditentukan. (3) Kurangnya koordinasi dari pemerintah 

pusat dan daerah mengenai struktur birokrasi, pada hal ini merupakan salah satu 

faktor terpenting dari program PKH (Komunikasi, Sumber Daya, Diposisi Dan 

Struktur Organisasi), dan peran pemerintah (Kepala Dinas, Camat, Lurah) juga 

dinilai tidak maksimal dalam mengimplementasikan kebijakan PKH di Timinting 

dimana dilapangan pemerintah hanya sebagai pengawas formal saja, seharusnya 

pemerintah lebih meningkatkan fungsi pengawasan langsung jalannya PKH 



dengan melakukan koordinasi secara terus menerus dengan pendamping yang ada 

di setiap kacamatan.
8
 

2. Nur Aminudin Tahun 2015 Sistem Pendukung Keputusan (DSS) Penerima 

Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Desa Bangun  Rejo Kec. 

Punduh Pidada Pesawaran Dengan Menggunakan Metode Analytical Herarcy 

Process (AHP). Penelitian ini bertujuan untuk menentukan dan mendukung 

keputusan calon peserta penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dengan 

menggunakan metode Analytical Herarcy Process. Sehingga system pendukung 

dalam keputusan ini dapat mempermudah dalam menentukan calon penerima 

PKH yang layak atau tidak untuk menerima bantuan sosial PKH. Dalam 

menggunakan system pendukung keputusan ini dapat menghidari ketidak tepatan 

sasaran terhadap calon penerima PKH karena kategori peenilaian sudah diinput 

kedalam system jadi sangat kecil kemungkinan untuk salah sasaran. Calon 

penerima PKH di kategorikan bahwa calon penerima layak mendapatkan bantuan 

atau tidak ditentukan oleh system berdasarkan pada bobot kategori penilaian 

dengan nilai bobot rasio yang telah ditentukan.
9
 

3. Rusydi Tahun 2015 Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) 

Terhadap Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Kabupaten Pidie. 

Tujuan penelitian ini untuk menunjukan bahwa dana bantuan Program Keluarga 

Harapan (PKH) diberikan untuk meningkatkan kualitas keterampilan dan keahlian 
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9
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penerima PKH di Kabupaten Pidie adalah Program Keluarga Harapan (PKH) 

mampu menjelaskan atau mempengaruhi indeks kualitas Sumber Daya Manusia di 

Kabupaten Pidie adalah sebesar 84, 90% dari Program Keluarga Harapan (PKH) 

dan sisanya sebesar 15,10%  tetpi dipengaruhi oleh variable yang bukan termasuk 

dalam model penelitian ini. Pengujian untuk membuktikan variable bantuan 

Program Keluarga Harapan (PKH) menggunakan indeks kesehatan dan 

pendidikan terhadap kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pidie dengan uji 

parsial. Dalam hal ini digunakan uji-t pada tingkat kepercayaan yang sama 

(convidence interval 95%). Untuk variable bantuan social bidang pendidikan dan 

kesehatan masing-masing secara berturut-turut diperoleh ttabel yaitu 1,96 artinya 

variable bantuan pendidikan dan kesehatan secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap indeks kualitas sumber daya manusia di kabupaten pidie. Dalam 

pemberian bantuan PKH sebaiknya harus lebih diperhatikan agar tidak salah 

sasaran, karena harus benar-benar diperuntunkan bagi masyarakat miskin terlebih 

ibu dan anak sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia yang mereka 

miliki, karena bantuan PKH salah satu cara untuk memutus rantai kemiskinan. 
10

 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang relevan dari ketiga penelitian 

tersebut dapat dilihat dari hasil temuan yang ada dilapangan yaitu perbedaan dari 

ketiga penelitian tersebut: 

a. Priska Matualage dalam penelitianya menjelaskan bahwa: faktor 

terpenting dari program PKH yaitu (Komunikasi, Sumber Daya, Diposisi Dan 

Struktur Organisasi), dan peran pemerintah (Kepala Dinas, Camat, Lurah) juga 
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dinilai tidak maksimal dalam mengimplementasikan kebijakan PKH di Timinting 

dimana dilapangan pemerintah hanya sebagai pengawas formal saja, seharusnya 

pemerintah leb ih meningkatkan fungsi pengawasan langsung jalannya PKH 

dengan melakukan koordinasi secara terus menerus dengan pendamping yang ada 

di setiap kacamatan. 

b. Nur Aminudin dalam penelitianya menjelaskan bahwa:  untuk menentukan 

dan mendukung keputusan calon peserta penerima Program Keluarga Harapan 

(PKH) dengan menggunakan metode Analytical Herarcy Process. Sehingga 

system pendukung dalam keputusan ini dapat mempermudah dalam menentukan 

calon penerima PKH yang layak atau tidak untuk menerima bantuan sosial PKH.  

c.   Rusydi dalam penelitianya menjelaskan bahwa: Tujuan penelitian ini 

untuk menunjukan bahwa dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) 

diberikan untuk meningkatkan kualitas keterampilan dan keahlian penerima PKH 

di Kabupaten Pidie adalah Program Keluarga Harapan (PKH) mampu 

menjelaskan atau mempengaruhi indeks kualitas Sumber Daya Manusia. 

 

B. Landasan Teori 

1. Kebijakan Pemberian Bantuan Dana 

Kriteria penerimaan Bansos adalah mereka yang berdomisili dalam 

wilayah administratife Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang bersangkutan serta 

memiliki identitas yang jelas. Tujuan dari Bansos adalah menanggulangi 

kemiskinan, rehabilitasi social, dan penanggulangan bencana.tujuan Bansos 

dianggarkan untuk memberikan uang atau barang kepada keluarga miskin 

sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat yang dikategorikan dalam 



keluarga miskin. Bantuan diberikan secara selektif dan penggunaan anggaranya 

jelas. 

Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 disebutkan: “Fakir miskin 

adalah orang yang tidak punya sumber mata pencaharian atau punya sumber mata 

pencaharian tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak untuk 

menghidupi diri dan keluarganya.” 

Penanganan fakir miskin adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, 

Pemkab atau masyarakat secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan dalam bentuk 

kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta  fasilitasi 

untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara. Sedangkan yang disebut 

dengan kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, 

kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan pelayanan sosial. 

Sasaran penanganan fakir miskin di tujukan kepada perseorangan, 

keluarga, kelompok, dan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 

2011 pasal 6 dan 7 di sebutkan: “Penaganan fakir  miskin dilaksanakan dalam 

bentuk bantuan pangan dan sandang, penyediaan pelayanan perumahan, 

kesehatan, pendidikan, kesempatan berusaha, kesempatan bekerja, bantuan hukum 

dan pelayanan sosial. Penanganan fakir miskin dilakukan melalui pemberdayaan 

lembaga kemasyarakatan, peningkatan kapasitas fakir miskin, mengembangkan 

kemampuan dasar, kemampuan usaha, jaminan dan perlindungan sosial untuk 



memberikan rasa aman bagi fakir miskin, kemitraan, kerja sama antar pemangku 

kepentingan dan koordinasi antar lembaga dan pemerintah daerah”.
11

 

 

2. Ringkasan Program Bantuan Pemerintah Untuk Individu, Keluarga, Dan 

Kelompok Kurang Mampu 

Sejak krisis moneter yang terjadi dalam negara Pemerintah Indonesia telah 

melaksanakan berbagai program yang bertujuan untuk mengatasi masalah 

kemiskinan. Berbagai bantuan sosial telah diberikan kepada penduduk miskin 

untuk mengurangi kerentanan tersebut. 

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap program bantuan sosial menunjukkan 

adanya keberhasilan namun juga kekurangan, antara lain masalah ketepatan 

sasaran penerima bantuan serta manajemen distribusi penyaluran bantuan, 

terutama untuk bantuan program subsidi pangan. 

Adapun jenis-jenis program bantuan yang diperuntunkan bagi keluarga 

miskin yaitu: 

a. Beras Sejahtera (Rastra) 

b. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 

c. Program Indonesia Pintar (PIP) 

d. Program Indonesia Sehat (PIS) 

e. Program Keluarga Harapan (PKH) 

f. Asistensi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) 

g. Asistensi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB)
12

 dll 
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3. Analisis Program Keluarga Harapan (PKH) 

Peraturan perundang-undangan   tekait Program Keluarga Harapan (PKH) 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir 

miskin, dan  Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program 

Keluarga Harapan yang merupakan program pemberian bantuaan social tunai 

bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan di Indonesia yang bertujuan, antara 

lain: 

a. Meningkatkan taraf hidup dari keluarga penerima manfaat (KPM). 

b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan 

keluarga. 

c. Menciptakan perubahan prilaku dan kemandirian KPM. 

d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, dan 

e. Mengenalkan produk dan jasa keuangan formal kepada KPM. 

Dari tujuan tersebut PKH menjadi salah satu program pemerintah yang 

diandalkan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan 

kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memotong rantai 

kemiskinan. 

Sejak pertama kali diselenggarakannya program ini, terdapat beberapa 

perubahan terkait PKH ini, mulai dari basis penerima manfaat, komponen dan 

indeks bantuan, besaran dana, hingga skema penyaluran dananya. Pada awal 

dikeluarkanya program tersebut di tahun 2007, PKH dilaksanakan dengan basis 
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rumah tangga, kemudian berubah menjadi berbasis keluarga sesuai dengan firman 

Allah dalam Qs An-Nisa: 9
13

 

                             

        

 

Terjemahnya ”Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang 

sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang 

mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka 

bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang 

benar. 

 

Perubahan ini didasarkan pada kondisi ril masyarakat Indonesia, agar 

beberapa keluarga dapat berkumpul bersama dalam satu rumah tangga. Pada 

awalnya, PKH ditujukan sebagai bentuk investasi jangka panjang untuk 

menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang tangguh dan berkualitas dengan 

berfokus pada aspek kesehatan dan pendidikan. Pelaksanaan bantuan PKH pada 

dasarnya diberikan hanya sebagai stimulant untuk merubah prilaku yang 

dipersyaratkan kepada penerima bantuan, dan tidak secara langsung difokuskan 

untuk mengurangi tingkat kemiskinan meskipun pada pelaksanaannya 

menunjukkan bahwa PKH memiliki dampak terhadap penurunan angka 

kemiskinan walaupun belum siknifikan. Pada perkembangannya, seiring dengan 

alokasi anggaran PKH yang semakin meningkat, maka pada tahun 2016, PKH 
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menjadi program yang diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan secara 

langsung.  

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka diperlukan perluasan dari segi 

cakupan KPM maupun besaran anggaran. Sejak pertama disalurkan pada tahun 

2007, baik dari segi cakupan KPM maupun anggaran, selalu mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2007, anggaran PKH hanya dialokasikan 

sebesar Rp388 juta dan disalurkan kepada 508.000 KPM. Kemudian pada tahun 

2018, besar anggaran PKH mencapai Rp17,5 triliun yang disalurkan kepada 10 

jutah KPM di 34 provinsi. Kemudian di tahun 2019 anggaran untuk PKH 

meningkat signifikan hingga mencapai Rp34,4 triliun dengan jumlah sasaran 

KPM yang sama seperti tahun sebelumnya. 

Pada tahun 2020, pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan program 

PKH dengan beberapa penyesuaian khususnya pada besaran anggaran, yaitu 

menjadi Rp29,13 triliun atau menurun dari tahun sebelumnya, bantuan regular 

serta afirmasi dihilangkan, dan adanya peningkatan nilai bantuan untuk komponen 

kesehatan menjadi Rp3.000.000,00 dari tahun 2019 sebesar Rp2.400.000,00. 

Besar bantuan yang diterima oleh setiap KPM dapat menjadi berbeda 

setiap tahunnya dikarenakan adanya perubahan dan perkembangan kebijakan 

PKH, sebagai contoh kebijakan indek bantuan flat yaitu besaran bantuan untuk 

setiap keluarga sama dengan keluarga lainnya tanpa melihat kondisionalitas KPM 

PKH dan indeks variasi (non flat ) dimana setiap keluarga memdapatkan bantuan 

dengan jumlah yang berbeda tergantung dari beberapa anggota keluarga yang 

dapat diakomodir oleh komponen PKH. 



Sejak awal pelaksanaannya, PKH focus terhadap pendidikan dan 

kesehatan yang ditunjukkan dengan pengalokasian dana pada kedua komponen 

tersebut. Selama tahun 2007-2012, besar alokasi PKH untuk setiap komponen 

tidak mengalami perubahan, namun sejak tahun 2013 besar alokasi PKH pada 

tiap-tiap komponen mengalami penyesuaian bahkan pada tahun 2015 dilakukan 

penambahan pada komponen pendidikan, yaitu KPM dengan anak 

SMA/Sederajat. 

Pada tahun 2017-2018, komponen PKH hanya berupa bantuan KPM 

regular dan bantuan KPM Akses/Disibilitas/Lansia. Bantuan PKH diberikan 

secara fixel/flat-policy tanpa melihat kondisionalitas KPM PKH, dengan nilai 

bantuan sebesar Rp1.890.000/KPM per tahun untuk KPM PKH Reguler dan KPM 

PKH akses atau yang memiliki komponen disabilitas/lansia dengan nilai bantuan 

sebasar Rp 2.000.000/KPM per tahun. Pada tahun 2019, bantuan kembali 

diberikan sesuai dengan kondisionalitas KPM-PKH (indeks variasi/non-flat) 

ditambah dengan bantuan tetap untuk PKH akses (wilayah sulit terjangkau) 

sebesar Rp1.000.000/ KPM per tahun, dengan total nilai bantuan berkisar antara 

Rp1,45 juta-Rp10,6 juta/ KPM per tahun.
14

 Seperti yang terdapat dalam 

perundang-undangan No. 40 Tahun 2004 Jaminan Sosial menimbang: 

a. Bahwa setiap orang berhak atas jaminan social untuk dapat memenuhi 

kebutuhaan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju 

terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. 
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b. Bahwa memberikan jaminan social yang menyeluruh, Negara 

mengembangkan system jaminan social nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. 

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

dan huruf b, perlu membentuk undang-undang tentang system jaminan sosial 

nasional.
15

 

 

4. Syarat Penerima PKH 

Pelaksanaan PKH merupakan suatu realisasi keadilan bagi masyarakat 

yang para peserta penerima bantuan yang didorong untuk menggunakan hak-hak 

dasar tersebut berupa akses terhadap pendidikan, akses terhadap kesehatan, 

pemberian bantuan pangan, dan mereka diwajibkan untuk menggunakan fasilitas 

tersebut.  

Syarat penerima bantuan PKH merupakan masyarakat miskin dan 

mempunyai komponen. Masyarakat yang menerima bantuan PKH merupakan 

masyarkat dengan kluster yang terendah sehingga dapat dikatakan dengan sumber 

daya manusia (SDM) yang tingkat rendah. Karena pada dasarnya masyarakat yang 

SDM rendah tersebut dapat dengan baik menyatakan pendapat, berserikat atau 

ikut organisasi politik. Maka dari itu, PKH lebih diperuntunkan pada pemenuhan 

hak-hak dasar yaitu pemenuhan pangan, pendidikan, dan kesehatan. Para 

penerima bantuan PKH akan menerima bantuan yang berbeda-beda sesuai dengan 

komponen yang dimilikinya saat ini. Mereka akan divalidasi sesuai dengan 

komponen yang dimilikinya. 
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Menurut Amartya Sen keadilan bukanlah soal bagaimana seorang individu 

tersebut dapat dengan bebas mengajukan pendapat, berserikat dengan bebas atau 

ikut organisasi politik, namun keadilan bagi mayarakat adalah bagimana 

meemenuhi kebutuhan dasar dari kehidupan manusia seperti: pangan, pendidikan, 

kesehatan, dan rasa aman. Ketika kebutuhan dasar tersebut dapat terpenuhi maka 

mereka bisa menyatakan pendapat, berserikat, dan ikut organisasi politik. 

Sehingga dalam pelaksanaan PKH terdapat empat pokok penting dalam 

mewujudkan keadilan bagi masyarakat yaitu: kebebasan, kapabilitas, 

kesejahteraan, dan kesetaraan
16

 seperti dalam sabda Rasulullah saw: 

ٌَ عَثْدَ  ا أخَْثرََُِ أَ ًً ٌَ ضَانِ ابٍ أَ َٓ ٍِ شِ ٍْ اتْ ٍْمٍ عَ ٍْ عُقَ ٍْثُ عَ ٍْرٍ حَدثَََُا انهَ ٍُ تكَُ ًَ اَللَُّ  حَدثَََُا ٌَحٍْىَ تْ رَ رَضِ ًَ ٍَ عُ  اَللَِّ تْ

 ًُ طْهِىِ لَا ٌَظْهِ ًُ طْهِىُ أخَُٕ انْ ًُ ضَهىََ قَالَ انْ َٔ  ِّ ٍْ ٌَ رَضُٕلَ اَللَِّ صَهىَ اَللَُّ عَهَ ا أخَْثرََُِ أَ ًَ ُٓ ُْ ٌَ فًِ عَ ٍْ كَا يَ َٔ  ُّ ًُ لَا ٌطُْهِ َٔ  ُّ

ٍْ يُطْهِىٍ كُرْتحًَ فرََجَ  ٍْ فرََجَ عَ يَ َٔ  ِّ ٌَ اَللَُّ فًِ حَاجَتِ ِّ كَا ٍْ ضَترََ حَاجَحِ أخٍَِ يَ َٔ وِ انْقٍَِايَحِ  ْٕ ٍْ كُرُتَاخِ ٌَ اَللَُّ عَُُّْ كُرْتحًَ يِ

وَ انْقٍَِايَحِ  ْٕ ا ضَترََُِ اَللَُّ ٌَ ًً  يُطْهِ

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan 

kepada kami Al Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab bahwa Salim mengabarkannya 

bahwa 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma mengabarkannya bahwa 

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang muslim adalah saudara 

bagi muslim lainnya, dia tidak menzhaliminya dan tidak membiarkannya untuk 

disakiti. Siapa yang membantu kebutuhan saudaranya maka Allah akan membantu 

kebutuhannya. Siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka 

Allah menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan hari 

qiyamat. Dan siapa yang menutupi (aib) seorang muslim maka Allah akan 

menutup aibnya pada hari qiyamat"(HR. Bukhari: 2262)
17
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5. Pendidikan Bagi Pembangunan  

Undang-undang nomor 12 tahun 2007 menjelaskan tentang rencana 

pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025 yang menyebutkan, 

bahwa taraf pendidikan penduduk Indonesia mengalami peningkatan yang diukur 

dengan meningkatnya angka melek aksara penduduk usia 15 tahun keatas, 

meningkatnya jumlah  penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menamatakan 

pendidikan jenjang SMP/MTs ke atas, meningkatnya rata-rata dan meningkatnya 

angka partisipasi sekolah untuk semua kelompok usia. Walaupun demikian, 

kondisi ini belum memadai untuk menghadapi persaingan gelobal yang makin 

ketat pada masa depan, terutama menghadap persaingaan global yang makin ketat 

pada masa depan, hal ini diperburuk dengan tingginya disparitas taraf pendidikaan 

antar kelompok masyarakat, terutama antar penduduk kaya dan miskin, antar 

perkotaan dan pedesaan, antar daerah, dan disparitas gender. 

Tujuan pembangunan nasional tercantum dalam UU Nomor  17 Tahun 

2007 adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur yaitu: 

a. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, 

dan beradab berdasarkan falsafah pancasila adalah memperkuat jati diri dan 

karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang 

bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, mematuhi aturan hukum, memelihara 

kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar 

budaya, mengembangkan modal social, menerapkan nilai-nilai luhur budaya 

bangsa, dan meemiliki kebangsaan sebegai bangsa Indonesia dalam rangka 

memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika, pembangunan bangsa. 



b. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing adalah mengedepankan 

pembagunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, meningkatkan 

penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan 

penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan, membangun infrastruktur yang 

maju serta reformasi dibidang hukum dan aparatur Negara, dan memperkuat 

perekonomian domestic berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan 

kompetitif dengan membangun keterkaitan system produksi, distribusi dan 

pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri. 

c. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum adalah 

memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, memperkuat peran 

masyarakat sipi, memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah, 

menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan 

kepentingan masyarakat, dan melakukan pembenahan struktur hukum dan 

meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, 

tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat. 

d. Mewujudkan masyarakat aman, damai, dan bersatu adalah membangun 

kekuatan TNI hingga melampaui keuatan esensial minimum serta disegani di 

kawasan ragional dan internasional, memantapkan kemampuan dan meningkatkan 

profesionalisme polri agar mampu melindungi dan mengayomi masyarakat, 

mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak keriminalitas, membangun 

kapabilitas lembaga intelijen dan kontraintelijen Negara dalam menciptakan 

keamanan nasional, serta mingkatkan kesiapan komponen cadangan, komponen 



pendukung pertahanan dan kontribusi industry pertananan nasional dalam system 

pertahanan semesta. 

e. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan adalah 

meningkatkan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan sosisal secara 

menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah 

yang masih lemah, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis, 

menyediakan akses yang sama bagi mayarakat terhadap berbagai pelayanan social 

serta sarana dan prasarana ekonomi, serta menghilangkan diskriminasi dalam 

berbagai aspek termasuk gender. 

f. Mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari adalah memperbaiki 

pengelolaan pelaksanaan pebangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara 

pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan 

lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungi, daya dukung, dan kenyamanan 

dalam kehidupan pada masa kini, dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang 

yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan social ekonomi, dan 

upaya konservasi, meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan 

lingkungan yang berkesinambungan, pemperbaiki pengelolaan sumber daya alam 

dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan 

kindahan dan kenyamanan kehidupan, serta meningkatkan pemeliharaan dan 

pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan. 

g. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara kepulauan yang mandiri, maju, 

kuat dan berbasiskan kepentingan nasional adalah menunbuhkan wawasan bahari 

bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi 



kelautan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan 

kelautan melaui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan, 

mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahanankan kedulatan dan 

kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan 

mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan. 

h. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia 

internasional adalah memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka 

memperjuangkan kepentingan nasional, melanjutkan komitmen Indonesia 

terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan 

ragional, dan mendorong kerja sama internasional, ragional dan bilateral antar 

masyarakat, antar kelompok, serta antar lembaga di berbagai bidang.
18

 

 

6. Pengertian Hukum Islam 

Kata hukum Islam sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur’an dan 

literatur hukum Islam, kata yang terdapat didalam Al-Qur’an yaitu hanya kata 

syari’ah, fiqih, dan hukum Allah. Hukum Islam merupakan terjemahan dari 

Islamic law yang terdapat dalam literatur Barat.  Kata hukum secara etimologi 

berasal dari bahasa Arab yaitu al-hikma yang berarti kebijaksanaan. Hal ini 

dimaksudkan agar orang yang memahami hukum kemudian mengamalkan dalam 

kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana. 

Keberadaan hukum pada hakekatnya adalah untuk mengendalikan atau 

mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Tujuan utama 
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adanya hukum Islam adalah untuk mencegah ketidakadilan, mencegah 

kedzaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak mafsadat lainya.
19

 

 

7. Asas Hukum Islam 

Kata asas berasal dari lafal bahasa Arab, asasun yang mengandung arti 

dasar, basis, dan pondasi. Jika dikaitkan dengan system berpikir, yang dimaksud 

dengan asas adalah landasan berpikir yang sangat mendasar.  

Kata asas yang dihubungkan dengan hukum yang memiliki arti berupa 

suatu kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, 

terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Asas hukum adalah suatu 

aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya  melatar 

belakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Peraturaan konkret (seperti 

undang-undang) tidak boleh bertentangan dengan asas hukum, dengan demikian 

pula dengan putusan hakim, pelaksanaan hukum, dan system hukum, karena pada 

umumnya asas hukum berfungsi sebagai rujukan dan pijakan untuk 

mengembalikan segalah masalah yang berkaitan dengan hukum.
20

   

Hukum nasional Indonesia adalah hukum yang bersumber pada falsafah 

Negara Pancasila, hukum nasional mengabdi pada kepentingan nasional Indonesia 

yang memuat nilai-nilai kebinekaan, terutama keyakinan akan agama. Secara jelas 

bahwa hukum agama Islam harus ada dalam hukum nasional Indonesia pada 

konteksnya hukum yang berlaku diindonesia menganut pada system hukum 
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nasional, hukum Islam, dan hukum adat yang menjadi perpaduan dalam 

pengambilan hukum yang ada diindonesia. Dalam teori yang dikemukakan oleh 

Hazairin dan Sayuti Thalib sebagai pematah teori  Reception A Contrario yang 

memandang bahwa hukum adat berada dibawah hukum islam dan harus sejiwa 

dengan hukum Islam, sehingga hukum adat baru dapat berlaku jika telah 

dilegalisasi oleh hukum Islam.    

Pembentukan hukum Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan 

kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (al-dharurriyah), 

kebutuhan sekunder (hajiyyat), serta kebutuhan pelengkap ( thasiniyyat).  

Para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang luas dari 

syariat hukum Islam sebagai berikut: 

1) Al-dharurriyah (Kebutuhan Pokok) 

Kebutuhan ini merupakan hal penting sehingga tidak dapat diabaikan. 

Apabila kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidak tertiban 

dimana-mana. Dalam kepustakaan hukum islam disebutkan ada lima yaitu: 

a) Memelihara Agama, (hifdz ad-din) 

Menjaga agama terbagi atas tiga yaitu: (1) memelihara agama 

dalam peringkat dharuriyyat , yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban 

keagamaan seperti, melaksanakan sholat lima waktu. (2) memelihara agama 

dalam pringkat hajiyyat, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud 

menghindari kesulitan seperti, sholat jamak dan qasahar. (3) memelihara agama 

dalam peringkat thasiniyyat yaitu mengikuti petunujuk agama untuk menjunjung 



tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap 

tuhan seperti, menutup aurat  baik saat ingin sholat maupun diluar sholat.  

b) Memelihara Jiwa, (hifdz an-nafs) 

Memelihara jiwa dikelompokan atas tiga tingkatan yaitu: (1) 

memelihara jiwa dalam tingkat addharuriyyat seperti, memenuhi kebutuhan 

pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. (2) memelihara jiwa dalam 

pringkat hajiyyat seperti, diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati 

makanan yang lezat dan halal, kalau kegiatan ini tidak akan mengancam eksitensi 

manuisaa. (3) memelihara jiwa dalam pringkat thasiniyyat seperti, ditetapkan tata 

cara makan dan minum. 

c) Memelihara Akal, (hifdz an-aql) 

Dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga: (1) 

memelihara akal dalam pringkat dharuriyyat seperti, diharamkan meminum-

minuman keras dan lainnya. (2) memelihara akal dalam pringkat hajiyyat seperti. 

Dianjurkannya untuk mmenuntut ilmu pengetahuan. Jika hal itu tidak dilakukan 

maka tidak akan merusak akal. (3) memelihara akal dalam tingkat thasiniyyat 

seperti, menghindarkan diri dari sesuatu yang tidak berfaedah, hal ini erat 

kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksitensi akal secara langsung. 

d) Memelihara Keturunan, (hifdz an-nasl) 

Memelihara keturunan ditinjau dari segi tingkatan kebutuhan dapat 

dibedakan menjadi tiga yaitu:  

(1) Memelihara keturunan dalam pringkat dharuriyyat seperti, 

syariat nikah dan diharamkan berzina. Pernikahan adalah suatu akad antar seorang 



pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukarelaan belah pihak 

(calon suami dan istri) yang dilakukan oleh pihak lain  (wali) menurut sifat dan 

syarat yang telah ditetapkan syara untuk menghalalkan percampuran antar 

keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai 

teman dalam rumah tangga. Pernikahan adalah pintu gerbang yang sakral yang 

harus dimasuki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah keluarga. Islam 

memandang bahwa cikal bakal dari keluargalah yang akan membentuk menjadi 

sebuah masyarakat yang tergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat 

dalam masyarakat tersebut seperti yang terdapat dalam firman Allah Swt (Qs. Al-

Dzariyat:49)
21

 

                   

Terjemahnya:”Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan 

supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. 

 

(2) Memelihara keturunan dalam pringkat hajiyyat seperti, 

ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah 

dan diberikan hak talak kepadanya. Untuk memelihara keberlangsungan suatu 

keluarga akibat dari adanya hubungan yang timbul dari akad tersbut. Umer 

Chapra memandang bahwa menjaga keturunan dapat dilakukan dengan cara 

pernikahan dan keluarga yang berintegritas dalam meningkatkan kesehatan ibu 

dan gizi cukup bagi perkembangan anak, pemenuhan kebutuhan hidup, menjamin 

ketersediaan sumber daya ekonomi bagi generasi yang akan dantang dan 

menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih demi pembagunan yang 

berkelanjutan sesuai dengan sabda Rasulullah saw: 
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ٍَ ٌسٌَِدَ  عْدُ عَثْدَ اَللَِّ تْ ًِ ٍِ ثاَتِدٍ قاَلَ ضَ ٍْ عَدِيِّ تْ ٍُ أتًَِ إٌَِاشٍ حَدثَََُا شُعْثَحُ عَ ٍْ أتًَِ يَطْعُٕدٍ الََْْْ حَدثَََُا آدوَُ تْ صَارِيَ عَ

 ًُ َْفَقَ انْ ضَهىََ قَالَ إذِاَ أَ َٔ  ِّ ٍْ ِ صَهىَ اَللَُّ عَهَ ًّ ٍْ انَُثِ ِ فَقَالَ عَ ًّ ٍْ انَُثِ َْصَارِيِّ فَقهُْدُ عَ َٕ الَْْ ُْ َٔ  ِّ هِ ْْ طْهِىُ ََفَقَحً عَهىَ أَ

ا كَاََدْ نَُّ صَدقَحًَ  َٓ  ٌَحْتطَِثُ

Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas Telah menceritakan 

kepada kami Syu'bah dari Adi bin Tsabit ia berkata; Aku mendengar Abdullah bin 

Yazid Al Anshari dari Abu Mas'ud Al Anshari maka aku berkata; Dari Nabi 

shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jika seorang muslim memberi 

nafkah pada keluarganya dengan niat mengharap pahala, maka baginya hal itu 

adalah sedekah."(HR. Bukhari dan Muslim: 4932)
22

 

 

(3) Memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyyat seperti, 

disyariatkannya khitabah (tunangan) atau walimah dalam perkawinan, tujuan 

diadakannya walima dimaksudkan agar kedua mempelai mau berkumpul dengan 

rukun sekaligus sebagai informasi dan pengumuman bahwa telah terjadi 

pernikahan sehingga tidak menimbulkan fitnah dikemudian hari serta sebagai 

tandah syukur atas bersatunya suatu keluarga yang baru akibat pernikahan yang 

terjadi sesuai dengan sabda Rasulullah Saw: 

ًُّ صَهىَ اَللَُّ  نىََ انَُثِ ْٔ ٍْ أََصٍَ قَالَ يَا أَ ٍْ ثاَتدٍِ عَ ادٌ عَ ًَ ٍُ حَرْبٍ حَدثََُاَ حَ ٌُ تْ ا ًَ ءٍ حَدثَََُا ضُهٍَْ ًْ ضَهىََ عَهىَ شَ َٔ  ِّ ٍْ ٍْ  عَهَ يِ

نىََ تِشَاجٍ  ْٔ ٌَُْةَ أَ نىََ عَهىَ زَ ْٔ ِّ يَا أَ  َِطَائِ

Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb Telah menceritakan 

kepada kami Hammad dari Tsabit dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, ia 

berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah mengadakan walimah 

terhadap seorang pun dari isteri-isterinya sebagaimana walimah yang beliau 

adakan atas pernikahannya dengan Zainab. Saat itu, beliau mengadakan walimah 

dengan seekor kambing (HR. Bukhari:2947)
23
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e) Memelihara Hak/Harta, (hifdz al-mal) 

Memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu: (1) 

memelihara harta dalam pringkat dharuriyyat seperti, syariat tentang cara 

pemilikan harta dan larangan mngambil harta orang lain dengan cara yang tidak 

sah. (2) memelihara harta dalam pringkat tahsiniyyat seperti, syariat tentang 

asuransi yang mana sebagai pelengkap dimasa yang penting. (3) memlihara harta 

dalam pringkat hajiyyat seperti, tentang jual beli dengan cara salam. 

 

2) Hajiyyat (kebutuhan sekunder) 

Kebutuhan ini mencakup hal-hal penting bagi ketentuan dari berbagai 

fasilitas untuk penduduk dan memudahkan kerja keras dan beban tanggung jawab 

mereka. Ketiadaan berbagai fasilitas tersebut memang tidak menimbulkan 

kekacauan dan ketertiban, akan tetapi dapat menambah kesulitan bagi masyarakat. 

Dengan kata lain, keperluan-keperluan ini terdiri dari berbagai hal yang 

menyingkirkan kesulitan dari masyarakat dan membuat hidup menjadi mudah 

bagi mereka. Unutk memenuhi hajiyyat di bidang ibadah, Islam telah memberikan 

hukum rukhshah (keringanan), kemudahan, dan kelapangan apabila terdapat 

kesulitan dalam menjalankan hukum Allah. 

3) Thasiniyyat (kebutuhan pelengkap) 

Kebutuhan ini bertujuan untuk membuat berbagai perbaikan, yaitu 

menjadikan hal-hal yang dapat mnghiasi kehidupan sosial dan menjadikan 

manusia mampu berbuat dan mengatur urusn hidup lebih baik, kebutuhan ini tidak 

membawa kekacauan sebaagaimana ketiadaan kebutuhan-kebutuhan hidup. 

Namun, perbaikan perlu dilakukan agar peraturan selalu berkesinambungan. 



Perbaikan dalam hal ini mencakup arti kebajikan (virtues), cara-cara yang baik 

(good manner), dan setiap hal yang melengkapi peningkatan cara hidup. Perilaku 

yang menunjukkan thasiniyyat yaitu bersikap ramah terhadap semua makhluk 

Allah dimuka bumi.
24

 

 

8. Pandangan ulama terkait maslahat keturunan 

Hubungan pernikahan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk 

istri dan anak-anaknya, erat kaitannya dalam Qs Al-Baqarah:233
25

 

                                    

                                   

                                    

                                          

                  

 

Terjemahnya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua 

tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah 

menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang yang 

tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seseorang ibu menderita 

karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli 

waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih 

dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa 

atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka 
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tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. 

Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang 

kamu kerjakan”.  

 

Dari penjelasan ayat tersebut dijelaskan bahwa nafkah keluarga yang 

memerlukan bantuan menjadi beban keluarga-keluarga yang mampu. Kewajiban 

memberi nafkah tersebut bagi seseorang disebabkan oleh adanya hubungan saling 

mewariskan dengan orang yang diberi nafkah.
26

 

Seorang suami bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan istri dan 

anaknya yaitu: pemenuhan kebutuhan akan nafkah hidup, pakaian, tempat tinggal, 

biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak serta 

biaya pendidikan bagi anaknya.  

Menurut jumhur fukaha apabila ibu dari seorang anak juga termasuk 

kategori fakir setelah ketiadaan seorang suami maka nafkah anak dapat diminta 

kepada kakek (bapak ayah) sebab kakek berkedudukan sebagai pengganti ayah 

dalam kondisi ayah telah tiada. Menurut pandangan Imam Malik, wajib nafkah itu 

hanya terbatas pada anak-anak sebab dalam Al-Qur’an dengan tegas menyebutkan 

bahwa sudah menjadi kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak-

anaknya, dengan demikian kakek menurut Imam Malik tidak dibebani wajib 

nafkah untuk cucu-cucunya.
27
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9. Asas Keadilan dalam Hukum Islam 

Islam mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat harus ditegakkan 

keadilan dan ihsan. Keadilan yang harus ditegakkan mencakup keadilan diri 

sendiri, pribadi, keadilan hukum, keadilan social, dan keadilan dunia.
28

  

Keadilan dalam hukum wajib ditegakkan, hukum diterapkan kepada semua 

orang atas dasar kesamaan, tidak dibedakan antara orang kaya dan orang miskin, 

antara kulit berwarna dan kulit putih, antara penguasa dan rakyat, antara status 

social tinggi dan rendah, antara ningrat dan jelata. Semua diperlakukan sama 

dihadapan hukum.
29

 

Keadilan pada dasarnya merupakan suatu hal yang bersifat 

utilitarianimisme yang merupakan etika normatif yang menyatakan bahwa suatu 

tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan penggunaan (utility), yang 

biasanya diartikan sebagai proses pemaksimalan kebahagiaan dan mengurangi 

penderitaan masyarakat kecil, prinsip inilah yang terdapat dalam teori of justice 

yang memandang bahwa keadilan merupakan suatu hal penting dalam konteks 

ilmu hukum secara keseluruhan untuk melahirkan kesejahteraan bagi seluruh 

masyarakat.  

Keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek kehidupan, 

hubungan manusia dengan sesamaa manusia (masyarakat), dan hubungan manusia 

dengan alam sekitar. Hingga akhirnya dari sikap adil tersebut seorang manusia 
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dapat memperoleh predikat takwa dari Allah SWT, prinsip ini didasarkan pada 

Qs. An-Nisa:135
30

 

                                    

                                        

                

 

Terjemahnya:”Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang 

benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap 

dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, 

Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa 

nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan 

(kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha 

mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”. 

 

 Keadilan merupakan suatu pokok penting dalam menciptakan 

kesejahteraan bagi semua masyarakat tanpa adanya perbedaan dalam status social 

dengan membandingkan antar kaya dan miskin sebab dimata Allah semua 

manusia itu sama, sehingga untuk mencapai kesejahteraan  seorang pemimpin 

harus memiliki jiwa yang adil, jujur, serta tidak mengambil hak orang lain.  

Begitu pentingnya asas keadilan dalam hukum Islam menurut A.M. 

Saefuddin, dalam Al-Qur’an sebagai sumber utama hukum Islam, kata keadilan 

disebutkan lebih dari seribu kali, menempati posisi terbanyak setelah kata Allah 

dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, banyaknya kata kadilan yang disebutkan 

dalam Al-Qur’an itu sehingga Mohammad Daud Ali menyebutnya sebagai asas 
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yang sangat penting dalam hukum Islam dan karena itu asas keadilan dapat 

dikatakan sebagai asas semua asas hukum Islam.
31

 

Hukum menurut Apeldoorn bertujuan mengatur pergaulan hidup secara 

damai, akan mencapai tujuannya bila ia menuju peraturan yang adil.
32

   

Pendapat tersebut sama dengan yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo,  

yang menjelaskan bahwa membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan 

antarmanusia. Membicarakan hubungan antarmanusia adalah membicarakan 

keadilan. Dengan demikian, setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau 

samar-samar, senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula. Kita 

tidak dapat membicarakan hukum hanya sampai kepada wujudnya hanya sebagai 

suatu bangunan yang formal. Kita juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari 

cita-cita keadilan masyarakatnya.
33

 

Begitu pentingnya asas keadilan dalam hukum pada umumnya, hukum 

islam pada khususnya sehingga sangat perlu untuk dipahami apa sebenarnya 

makna dari kata adil itu. Apalagi berbuat adil adalah suatu perintah Allah SWT. 

Kepada manusia, sesuai dengan firmannya dalam Qs. Al-Maidah:8
34
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                               

                                 

 

Terjemahnya “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-

orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan 

adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong 

kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada 

takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa 

yang kamu kerjakan”. 

 

Keadilan merupakan kunci penting dalam melakukan suatu hal apalagi 

terkait dalam pemenuhan tanggung jawab terhadap suatu kaum yang dilandasi 

pada prinsip jujur dan berlaku  adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa kepada 

Allah SWT dan tidak pernah membeda-bedakkan suatu kaum sehingga itu akan 

mendorong untuk tidak berlaku jujur dan adil, yang menyebabkan kemiskinan 

ditengah masyarakat makin meningkat. 

Pengentasan kemiskinan yang terjadi ditengah masyarakat dapat dilakukan 

dengan menerapkan konsep-konsep pengentasan kemiskinan sebagai berikut: 

a) Membangun skill usaha kecil menengah dalam keluarga. 

b) Meningkatkan komitmen dan keterpaduan keluarga dengan melakukan 

berbagai upaya pertemuan, penyusunan perencanaan terpadu, koordinasi dalam 

pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi secara terpadu. 

c) Pemberian jaminan kesejahteraan social bagi masyarakat kurang mampu. 

d) Peningkatan kualitas sumber daya keluarga, dengan upaya pengentasan 

kemiskinan yang memerlukan kesiapan sumber daya keluarga, baik untuk jangka 



pendek maupun jangka panjang, setiap anggota keluarga akan ditingkatkan 

kemampuannya, baik fisik, mental, maupun social. 

e) Memberi perlindungan bagi keluarga miskin. 

f) Penyediaan kebutuhan pokok untuk keluarga miskin. 

g) Meningkatkan kepeduliaan dan peran serta bagi masyarakat, dukungan 

yang diberikan dapat dalam bentuk penyuluhan, pelatihan, pertemuan, koordinasi, 

pemberian peran untuk menangani masalah-masalah khusus. 
35

  

 

10. Hukum di Antara Hak dan Kewajiban Asasi 

HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang bersifat 

mendasar atau melekat pada semua manusia tanpa memandang suku, ras, agama 

dan golongan tertentu. Dalam tatanan hukum internasional, Maajelis Umum PBB 

pada 10 Desember 1948 telah menetapkan Universal Declaration of Human 

Rights yang dalam ketentuan Pasal 3 disebutkan: Setiap orang memiliki hak untuk 

hidup, kebebasan serta keamanan pribadi.  

Perwujudan dari amanat konstitusi tersebut adalah dibuatnya UURI No. 39 

Tahun 1999 tentang HAM dan yang menjadi asas-asas dasarnya adalah Negara 

mengakui dan menjunjung tinggi HAM dan kebebasan dasar manusia sebagai hak 

kodrati melekat dan tidak terpisahkan pada manusia yang harus dilindungi, 

dihormati dan ditegakkan demi peringatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, 

kebahagiaan, kecerdasan dan keadilaan. 
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HAM tidak terlepas dari kedudukan manusia sebagai mahluk social. 

Manusia memiliki hak yang melekat benar adanya, namun tidak boleh dinafikan 

bahwa manusia juga memiliki kewajiban asasi yang harus dilaksanakan sehingga 

keduanya tidak boleh dipisahkan. Kewajiban asasi adalah kewajiban yang harus 

dilakukan oleh manusia demi tegaknya HAM. Kewajiban asasi dapat ditegakkan 

dengan cara menghormati hak-hak orang lain, tidak mementingkan diri sendiri di 

atas kepentingan orang lain dan menggunakan fasilitas umum dengan 

memperhatikan kepentingan orang lain. Persoalannya adalah keinginan untuk 

ditegakkannya HAM begitu menggebu-gebu untuk diperjuangkan sedangkan 

kewajiban untuk mengakui dan melaksanakan kewajiban asasi nyaris terabaikan, 

padahal seharusnya menuntut hak tidak boleh melalaikaan kewajiban. 

Secara horizontal pelaksanaan kewajiban asasi adalah bentuk pengakuan 

dan penghargaan seseorang atas hak-hak orang lain yang wajib dihormati. Secara 

vertikal pelaksanaan kewajiban asasi adalah bentuk ketaatan manusia sebagai 

seorang hamba kepada Tuhannya untuk selalu menyeimbangkan antara hak dan 

kewajiban serta tidak membuat kerusakan di muka bumi.
36

  

 

C. Kerangka Konseptual 

Pada penelitian ini penulis menyelesaikan masalah yang diungkapkan 

dengan membuat kerangka pikir. Kegiatan awal dimulai dari menemukan 

masalah, setelah itu peneliti melakukan evaluasi awal untuk mengetahui 

bagaimana implementasi asas keadilan yang dilakukan dalam kegiatan pemberian 
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bantuan dana PKH bagi masyarakat di desa pekendekan. Karena itu, pemberian 

bantuan dana PKH haruslah memenuhi asas keadilan berdasarkan pada presfektif 

hukum islam untuk dapat meminimalisir tingkat kemiskinan yang terjadi dalam 

lingkup masyarakat, sehingga penulis merumuskannya secara skematik kerangka 

pikir dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2011 Tentang 

Penanganan Fakir Miskin 

 

Al-Qur’an 

Al-Hadits 

      

Program Keluarga 

Harapan 

 

Penanggulangan 

Kemiskinan 

   

 Tinjauan 

Hukum Islam 

 
Masyarkat 

 
Asas Keadilan 

          

                                       

Implikasi 

 

Gambar 1. 

Kerangka Pikir Penelitian 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Peneltian 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan dengan proses 

penelitian data berisi Deskriptif, yang bertujuan untuk  mengetahui bagaimana 

proses  implementasi pemberian bantuan dana  PKH Desa bagi masyarakat untuk 

menanggulangi kemiskinan, yang dilakukukan oleh pihak Desa. Dengan 

menggunakan Presfektif Hukum Islam apakah telah menerapkan Asas Keadilan 

sebagai aspek penting untuk meminimalisir tingkat kemiskinan yang terjadi dalam 

lingkup masyarakat. sehingga peneliti mengangkat judul “Implementasi 

Pemberian Bantuan Dana (PKH) Desa bagi Masyarakat untuk mengentaskan 

kemiskinan dalam Presfektif Hukum Islam (Studi kasus Desa Pekendekan 

Kacamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara)”. 

 

B. Informan/Subjek Penelitian 

Informan/subjek penelitian adalah pihak yang dijadikan sebagai sumber 

perolehan data dalam suatu penelitian guna mengetahui data yang akan diteliti di 

kantor desa. Sedangkan, peran penelitian subjek itu sendiri memberikan 

tanggapan dan informasi terkait data yang dibutuhkan, melalui kepala desa dan 

masyarakat. 

Adapun rincian informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 



a.  Kepala Desa 

b. Pendamping PKH 

c. Peserta PKH 

d. Masyarakat yang bukan penerima PKH  

1. Data Primer, suatu informasi yang diperoleh langsung oleh kepala desa, 

pendamping, dan peserta yang ikut dalam Program Keluarga Harapan (PKH) yang 

memberikan informasi tentang hal-hal yang di butuhkan dalam penelitian ini. 

2. Data Sekunder, suatu data yang dibutuhkan berupa dokumentasi yang 

terkait dalam permasalahan  yang diteliti di Desa Pekendekan. 

 

C. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang akan dilaksanakan, untuk memperoleh data yang 

diinginkan berpusat di desa Pekendekan. Lokasi ini dipilih, karena desa 

Pekendekan Luwu Utara adalah salah satu desa yang menerima Program Keluarga 

Harapan karena sesuai dengan objek yang ingin dikaji dalam penelitian. Penelitian 

ini akan dilaksanakan selama satu bulan. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang di gunakan dalam suatu penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

1. Field research, yaitu suatu pengumpulan data yang berkaitan dengan suatu 

proposal skripsi tersebut langsung dalam lokasi peneitian. 

Berikut ini teknik yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut: 



(1) Observasi (pengamatan), yaitu suatu teknik yang digunakan untuk 

mengumpulkan data  dengan malakukan pengamat terhadap fakta-fakta yang ada 

dilapangan terkait bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pemberian bantuan 

dana program keluarga harapan (pkh) desa bagi masyarakat dalam  mengentaskan 

kemiskinan di desa pekendekan kacamatan sabbang kabupaten luwu utara. dengan 

hanya mengamati,, setia melihat tanpa melakukan wawancara. 

(2) Interview (wawancara), suatu teknik yang dipergunakan untuk 

mengumpulkan data mengenai bagaimana tinjauan hukum islam terhadap 

pemberian bantuan dana program keluarga harapan (pkh) desa bagi masyarakat 

dalam mengentaskan kemiskinan didesa pekendekan kacamatan sabbang 

kabupaten luwu utara. Dengan melakukan wawancara yang di lakukan secara 

terbuka dengan daftar pertanyaan, dimana dalam daftar pertanyaan tersebut hanya 

berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara ini di lakukan 

kepada Kepala Desa Pekendekan untuk memperoleh data yang diperlukan Dalam 

suatu penelitian. 

(3) Dokumentasi, yaitu suatu pengumpulan data untuk diperoleh data 

dokumentasi sebagai bukti pelaksanaan penelitian. 

2.  Library research, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan melakukan 

kegiatan membaca yang tertuju pada proposal skripsi. Berikut teknik kutipan yang 

dilakukan: 

(a) Kutipan langsung yaitu mengutip tanpa mengubah teks yang di kutip 

sebagaimana dengan teks aslinya. 



(b) Kutipan tidak langsung adalah mengutip dengan hanya mengambil 

makna dari teks yang dikutip. 

 

E. Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data 

a. Teknik pengelolaan data  

Dalam pengelolaan data, peneliti menggunakan teknik enduring, dimana 

peneliti mengelolah data berdasarkan informasi yang telah di kumpulkan dan 

menyatukan menjadi sebuah konten tanpa mengubah makna dari aslinya. 

b. Analisis data  

Berdasarkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data 

kualitatif, yang kemudian dianalisa menggunakan teknik sebagai berikut: 

1) Data Reduction (Reduksi Data), dimana penulis memilih data yang 

dianggap berkaitan dengan masalah yang diteliti. Reduksi data dimulai sejak 

peneliti memfokuskan wilayah penelitian. Reduksi data yang berupa catatan 

lapangan hasil observasi dan dokumentasi berupa informasi yang diberikan oleh 

informan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam hal ini, akan dapat 

memudahkan penulis terhadap masalah yang diteliti. Kemudian data-data penulis 

reduksi dan mengkaji secara mendalam dengan mengedepankan serta 

mengutamakan data penting yang bermakna. 

2) Data display (penyajian data), dalam hal ini, penyajian data dalam 

penelitian tersebut bertujuan untuk menyampaikan hal-hal mengenai yang diteliti. 

3) Penarikan kesimpulan, pada tahap ini penulis menarik atau membuat 

sebuah kesimpulan serta saran sebagai bagian akhir dari sebuah penelitian. 

 



F. Defenisi Istilah 

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalapahaman dalam penggunaan 

istilah yang terdapat dalam karya ilmiah ini, maka penulis perlu untuk 

menjelaskan istilah-istilah yang terdapat didalamnya, antara lain: 

a) Hukum Islam 

Hukum Islam adalah kumpulan peraturaan untuk mencegah ketidakadilan, 

mencegah kedzaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak mafsadat lainya.
37

 

Dari penjelasan tersebut dapat di simpulkan bahwa hukum Islam merupakan 

kumpula-kumpulan kaidah-kaidah yang berlandaskan pada Al-Qur’an dan hadits 

yang mengatur mengenai prilaku seorang mukallaf. 

b) Program Keluarga Harapan 

Merupakan program  pemberian bantuan social bersyarat kepada keluarga 

miskin  (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
38

 

Berdasarkan pengertian tersebut tujuan utama program ini direalisasikn oleh 

Pemerintah  yaitu agar pemberian bantuan PKH ini diharapakan oleh pemerintah 

untuk dapat mengatasi atau meminimalisir tingkat kemiskinan yang ada dalam 

suatu Negara. 

c) Kemiskinan  

Merupakan keadaan saat ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan 

dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan.
39
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Keadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai keadaan yang serba kekurangan 

baik dalam kebutuhan pokok  maupun dalam bidang  aspek lainya. 

 

G. Jadwal Kegiatan 

Penulis merumuskan jadwal kegiatan yang akan dilakukan agar dapat 

memperhitungkan setiap tahapan dan bekerja secara sistematis serta terencana 

dapat dilihat dibawah ini: 

No 

Kegiatan 

Bulan 

Sep okt Nov des jan Feb Mar 

1 
Tahap persiapan 

penelitian 

            

 a. Pengajuan 

judul 

            

b. Pembuatan 

proposal 

            

c. Pengajuan 

proposal 

            

2 Tahap pelaksanaan           

 a. Pengumpulan 

data 

            

b. Analisis data            

3 
Tahap penyusunan 

laporan  

             

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Sekilas Tentang Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Singkat Sejarah Desa Pekendekan 

Pada zaman dahulu, sebelum tahun 1989 desa Pekendekan masih bagian 

dari desa Bakka Kacamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. 

Desa Pekendekan merupakan desa pemekaran dari desa Bakka yang terdiri 

dari dua dusun yakni dusun Kadundung dan dusun Pekendekan, pada tahun 1989 

terjadi pemekaran desa dan membentuk dua dusun yakni dusun Tokarawak dan 

dusun Tokarawak dan dusun Tinimpong maka terbentuklah empat dusun dan 

menjadi desa persiapan Pekendekan Kacamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara 

yang dijabat oleh Hasan sebagai Kepala Desa. 

Selanjutnya pada tahun 2005 diadakan pemilihan langsung kepala desa 

Pekendekan (Defenitif) Kacamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara untuk priode 

2005-2011 dan yang terpilih adalah bapak Hasan. 

Pada tahun 2011 dilakukan pemilihan kepala desa Pekendekan secara 

langsung yang kedua kalinya maka masyarakat secara demokratis memilih H. 

Muslimin sebagai kepala desa Pekendekan untuk priode 2012-2017, setelah 

terjadi kepemimpinan  pemerintah baru kembali memekarkan satu dusun lagi pada 

tahun 2012 yaitu dusun Tobiru sehingga menjadi desa Pekendekan yang terdiri 

dari lima dusun. 



Pada tahun 2017 bulan November sampai pada tahun 2018 bulan 

November desa Pekendekan dijabat oleh sekretaris  desa Muh. Sarifuddin sebagai 

PLT. Kepala Desa. 

Dan pada akhir tahun 2018 yaitu tanggal 3 Oktober 2018 diadakan 

pemilihan kepala desa Pekendekan priode 2019-2024 dan terpilih kembali H. 

Muslimin sebagai kepala desa dan dilantik  pada tanggal 26 Desember 2018 

sampai sekarang ini. 

Tabel. 1.1 

Susunan Pemerintahan Desa Pekendekan 2020/2021 

 

Sejak resmi menjadi Kepala Desa Pekendekan pada tahun 2020 telah 

melakukan pemilihan kapala desa sebanyak 3 kali seperti table berikut: 

No 
Nama Kepala 

Desa 

Waktu 

Pemilihan 

Priode 

1.    Hasan 2005 2005-2011 

2.  H.Muslimin 2011 2012-2017 

3.  H. Muslimin 2018 2019-2024 

Sumber Data: Kantor Desa Pekendekan 2021. 

 

2. Kondisi Umum Desa Pekendekan 

a) Letak Wilayah Desa Pekendekan 

Desa Pekendekan adalah salah satu dari 9 desa yang berada di Kacamatan 

Sabbang yang terletak sekitar kurang lebih 6 Km ke arah Timur dari Kacamatan. 

Desa Pekendekan memiliki luas wilayah 17 Km
2 
. 



 

Batas-Batas wilayah administrasi pemerintah desa Pekendekan adalah: 

(1) Sebelah Utara : Desa Tarobok, Kec. Baebunta 

(2) Sebelah Timur  : Desa Mekar Sari Jaya, Kec. Baebunta 

(3) Sebelah Selatan : Desa Buntu Terpedo, Kec. Sabbang 

(4) Sebelah Barat : Desa Bakka, Kec. Sabbang 

b) Luas Wilayah Desa Pekendekan 

Jumlah luas tanah desa Pekendekan seluruhnya mencapai 7.180,00 ha dan 

terdiri dari tanah basah, dan tanah perkebunan, rincian penggunaanya sebagai 

berikut: 

Tabel. 1.2 

Rincian Luas Wilayah Desa Pekendekan 

No Rincian Penggunaan Luas  Wilayah 

1.  Luas Persawahan - ha/ m
2
 

2.  Luas Pemukiman 00000 ha/ m
2 

3.  Luas Perkebunan 7.180,00 ha/ m
2 

4.  Luas Perikanan Tambak - ha/ m
2
 

5.  Luas Kuburan 25,00 ha/ m
2 

6.  Luas Pekarangan - ha/ m
2
 

7.  Luas Prasarana Umum 

Lainnya 
18,4 ha/ m

2 

Total Luas 7.180,00 ha/ m
2 

Sumber Data: Kantor Desa Pekendekan 

  

 

 



c) Karakteristik Desa Pekendekan 

Desa Pekendekan merupakan kawasan pedesaan yang bersifat agraris, 

dengan mata pencaharian dari sebagian besar penduduknya adalah dengan bertani.  

(1) Keadaan Penduduk Berdasarkan Persebaran Wilayah 

Berdasarkan pemutakhiran data pada tahun 2020 jumlah penduduk 

desa Pekendekan terdiri dari 1365 jiwa dengan rincian sebagai berikut:  

Tabel. 1.3 

Jumlah Penduduk Desa Pekendekan 

No Dusun L P L+P 
Jumlah 

KK 

1.  Pekendekan 
144 153 297 95 

2.  Tokarawak 
88 72 160 46 

3.  Tinimpong 
145 190 335 84 

4.  Kadundung 190 185 375 82 

5.  Tobiru 93 105 198 49 

Jumlah 660 705 1365 356 

Sumber Data: Kantor Desa Pekendekan 

 

Tabel. 1.4 

Jumlah Penduduk Penerima PKH Berdasarkan KK 

No Dusun KK Penerima 

1.  Pekendekan 25 

2.  Tokarawak 13 

3.  Tinimpong 12 

4.  Kadundung 13 

5.  Tobiru 10 

Jumlah KK 73 

Sumber Data: Kantor Desa Pekendekan 



 

(2) Gambaran Umum Kemiskinan  

Berdasarkan analisa kemiskinan parsifatif jumlah RTM di desa 

Pekendekan sejumlah 73 KK yang tersebar hampir merata di setiap dusun. 

(3) Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur, Tingkat Pendidikan, 

Dan Lapangan Pekerjaan. 

 

Tabel. 1.5 

Kelompok Usia Penduduk Desa Pekendekan 

No Kelompok Usia Jumlah Jiwa 

1.  < 1 Tahun 12 

2.  1 – 4 Tahun 85 

3.  5 – 14 Tahun 227 

4.  15 – 39 Tahun 613 

5.  40 – 64 Tahun 349 

6.  65 Tahun Keatas 79 

Jumlah 1365 

Sumber Data: Kantor Desa Pekendekan 

 

 

 

 

 



Tabel. 1.6 

Tingkat Pendidikan Penduduk  Desa Pekendekan 

No Pendidikan  Jumlah 

1.  
TK/PAUD 14 

2.  
SD 552 

3.  
SMP 96 

4.  SLTA 103 

5.  D-1 4 

6.  D-3 6 

7.  Sarjana 20 

Sumber Data: Kantor Desa Pekendekan 

 

Tabel. 1.7 

Lapangan Pekerjaan Penduduk Desa Pekendekan 

No Jenis Pekerjaan Jumlah  

1.  Petani 377 orang 

2.  Pedagang  15 orang 

3.  PNS 1 orang 

4.  Buruh 120 orang 

5.  Lainya  108 orang 

Sumber Data: Kantor Desa Pekendekan 

 

 

 

 



(4) Keadaan Sosial Dan Budaya  

Desa Pekendekan merupakan desa yang terletak di Kacamatan 

Sabbang Kabupaten Luwu Utara, suku warga desa Pekendekan mayoritas adalah 

suku Bugis. 

Contoh nyata dari salah satu tradisi yang masih kental serta masih 

dipelihara oleh masyarakat desa Pekendekan yaitu tradisi barasanji, tolak bala, 

aqikah, dan lainya. 

Desa Pekendekan terletak pada daratan rendah dengan iklim hujan 

dan kemarau yang cukup teratur sehingga cocok untuk bercocok tanam bagi 

petani. 

Mayoritas penduduk desa Pekendekan bermata pencaharian  

sebagai petani. Perekonomian yang ada di desa Pekendekan merupakan aset yang 

besar bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. 

 

3. Visi dan Misi Desa Pekendekan 

Adapun visi dan misi dari Desa Pekendekan yaitu sebagai berikut: 

a. Visi 

“Mewujudkan desa pekendekan yang mandiri dan sejahtera yang 

bertumpu pada  sektor pertanian dan perkebunan“  

b. Misi  

a) Memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa adanya 

perbedaan.  



b) Mengembangkan sektor perkebunan, irigasi atau saluran 

pembuangan lainnya. 

c) Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. 

d) Menjaga stabilitas keamanan desa. 

e) Memberdayakan kelompok tani. 

f) Menciptakan pemerintah yang bersih, akuntabel dan transparan. 

g) Meningkatkan mutu lembaga-lembaga yang ada dengan 

pembinaan.
40

 

 

B. Implikasi Pemberian Bantuan Dana Program Keluarga Harapan di Desa 

Pekendekan 

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan upaya dalam membangun 

sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Program PKH ini 

dimaksudkan sabagai upaya dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan 

kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin sekaligus sebagai upaya dalam 

memutuskan rantai kemiskinan yang masih terjadi di Negara Indonesia saat ini. 

Program PKH diwajibkan untuk memenuhi persyaratan dan komitmen 

yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) 

yang masih terbilang kurang, sehingga dalam memaksimalkan pengelolaan dana 

bantuan dari Pemerintah masih terbilang kurang efisien.  

Sebelum melakukan wawancara secara langsung dengan aparat desa 

Pekendekan dan peserta penerima PKH, terlebih dahulu peneliti menyiapkan diri 
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dengan melakukan observasi awal  yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap 

keluarga penerima bantuan PKH yang ada di desa Pekendekan. 

Berdasarkan hasil observasi yang diperoleh dilapangan, Program Keluarga 

Harapan (PKH) ditengah-tengah masyarakat miskin memang sangat membantu 

dalam meringankan beban tanggungan keluarga miskin dalam memenuhi 

kebutuhan, seperti dalam membiayai sekolah anak-anak, membantu dalam 

memenuhi kebutuhan gizi untuk bayi maupun balita selain dapat pelayanan dari 

posyandu, bantuan dari PKH jadi tambahan buat pemenuhan gizi yang baik buat 

sianak, dengan demikian PKH merupakan program yang berupaya meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat.    

Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Muslimin sebagai kepala desa 

Pekendekan, yang telah menjabat selama 2 priode, menjelaskan bahwa: 

Implementasi pemberian bantuan dana Program Keluarga Harapan (PKH) di 

desa Pekendekan masih belum menyeluruh karena masih banyak masyarakat yang 

ada di desa Pekendekan yang belum mendapatkan bantuan PKH hal ini di 

sebabkan oleh pemberian waktu dalam melakukan pengimputan data terbilang 

sangat singkat yaitu hanya sehari sehingga keterpaksaan dalam menggunakan data 

lama untuk diferivikasi.
 41

 

 

Dari uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa implementasi 

pemberian bantuan PKH yang ada di desa Pekendekan belum merata sepenuhnya, 

karena banyaknya keluarga yang belum mampu, tetapi belum termasuk dalam 

daftar nama penerima bantuan PKH. Hal ini disebabkan oleh, faktor pendataan 

tidak secara akurat yang disebabakan oleh keterbatasan waktu yang begitu singkat 

yang diberikan oleh pihak dari pusat hanya sehari sebelum pengimputan, sehingga 

menyebabkan pihak desa harus manggunakan data lama untuk diferifikasi. 
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Penentuan penerima PKH sebelum melibatkan aparat desa, awalnya 

ditentukan oleh koordinator lapangan dengan pendamping yang telah ditentukan 

oleh pihak dari Kabupaten. Tetapi setelah adanya kebijakan baru, aparat desa 

kemudian dilibatkan dengan mengikutsertakan dalam proses penentuan calon 

anggota penerima bantuan PKH dengan memberikan keterangan serta data-data 

dalam menentukan siapa saja yang berhak menjadi penerima bantuan PKH 

tersebut.  

Data yang di pergunakan dalam penentuan penerimaan bantuan PKH adalah 

data lama yang diferifikasi, disebabkan keterbatasan waktu yang diberikan oleh 

pihak dari Kabupaten yang terbilang singkat hanya 1 hari sebelum pengimputan, 

informasi tersebut baru disampaikan kepada pihak di desa Pekendekan yang 

menyebabkan kesulitan bagi aparat di desa, berhubung banyaknya data-data yang 

harus dikumpulkan secara saksama sehingga menyebabkan pihak desa kesulitan, 

sehingga keterpaksaan dalam mempergunakan data lama yang sudah ada 

sebelumnya menyebabkan data tersebut tidak akurat secara keseluruhan. Karena 

ada beberapa keluarga yang semestinya sudah tidak berhak lagi untuk ikut serta 

dalam penerimaan bantuan dana PKH. Akan tetapi, masih saja tetap di ikut 

sertakan karena disebabkan data-data lama yang diberikan oleh aparat desa yang 

menyebabkan sebagian dari keluarga yang harusnya menerima tetapi karena data 

yang diberikan bukanlah data yang baru sehingga ada beberapa keluarga yang 

harusnya ikut dalam penerimaan bantuan program keluarga harapan tidak di ikut 

sertakan karena jumlah peserta yang diminta setiap desa telah memenuhi jumlah 

yang ditentukan oleh Kabupaten.  



Masyarkat yang secara sistematika sebagai penerima bantuan program 

keluarga harapan (PKH) dalam mengelola dana yang diberikan secara efisien 

belum sepenuhnya dapat  dikelola dengan baik, di karenakan  sebagian 

pemahaman masyarakat yang ada di desa Pekendekan masih kurang dalam 

memanfaatkan pengelolaan dana bantuan tersebut, untuk membantu mengatasi 

permasalahan perekonomi keluarga mereka. 

Secara keseluruhan masyarakat yang ada di desa Pekendekan jika 

ditelusuri lebih dalam maka dalam pemanfaatan pengelolaan dana bantuan 

tersebut, tentulah tidak sepenuhnya dapat mengurangi permasalahan tingkat 

kemiskinan yang ada jika dalam memanfaatkan atau pengelolaan dana bantuan 

dari program keluarga harapan tidak dipergunakan dan dikelola secara baik, sebab 

masih banyak dari keluarga yang menerima bantuan hanya sekedar menerima 

bantuan tersebut, tanpa mengetahui bagaimana cara pengelolaan dana tersebut 

sehingga nantinya dana bantuan tersebut dapat membantu meningkatkan 

perekonomian keluarga mereka. 

Banyaknya diantara keluarga yang menerima bantuan tersebut hanya 

sekedar menerima dan bersikap tidak mau ambil pusing dalam hal bagaimana 

pemanfaatan dana bantuan tersebut, meski sebenarnya sudah terlebih dahulu 

diberikan pengarahan oleh para pendamping dalam mengelola dan memanfaatkan 

dana bantuan tersebut. Kebanyakan masyarakat yang beranggapan bahwa dana 

yang mereka peroleh adalah dana yang diberikan pemerintah untuk mereka 

pergunakan sesuai dengan sesuka mereka. Padahal, sebenarnya dana bantuan yang 

diberikan pemerintah dimaksudkan untuk membantu perekonomian dan 



membantu meningkatkan kesejahteraan penerima bantuan tersebut jika keluarga 

yang menerima bantuan tersebut pandai dalam pengelolaan dana yang mereka 

peroleh. 

Pemberian bantuan program keluarga harapan di desa Pekendekan ini 

sudah terbilang cukup lama karena sudah memasuki 3 tahapan, pada awalnya 

penentuan penerima PKH ini tidak melibatkan aparat desa secara keseluruhan 

tetapi sejak tahun 2019, barulah pihak desa dilibatkan dalam penentuan 

penerimaan PKH didesa Pekendekan. Pada awalnya penentuan penerima PKH itu 

ditentukan oleh koordinator lapangan dan pendamping yang telah ditentukan  

langsung oleh pihak dari kabupaten. 

Adapun kriteria utama untuk menjadi penerima bantuan program keluarga 

harapan yaitu: 

1. Orang yang terbilang tidak mampu (miskin) 

2. Orang yang memiliki anak yang masih sekolah 

3. Orang yang sudah tua (lansia) 

4. Penyandang disabilitas berat yang tidak dapat melakukan kegiatan sehari-

hari sehingga sepanjang hidupnya tergantung pada orang lain sehingga tidak dapat 

menghidupi diri sendiri. 

Sistematika pemberian dana bantuan program keluarga harapan (PKH) 

menurut hasil wawancara dengan Muh. Baso selaku pendamping PKH yang 

menerangkan bahwa: 

Kegiatan pemberian dana bantuan ini diberikan kepada seluruh masyarakat 

yang datanya telah terdaftar terlebih dahulu sebagai keluarga penerima manfaat, 



yang telah memenuhi aspek kedataan secara menyeluruh dan terperinci yang 

diberikan tiap desa, yang masing-masing datanya telah terferifikasi sebelumnya.
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Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa penentuan penerima bantuan 

program keluarga harapan ditentukan berdasarkaan data yang diperoleh dari desa 

secara langsung, sehingga jika pihak desa memberikan data kepada pihak di pusat 

maka data tersebut dianggap sudah memenuhi aspek kedataan tersebut, tanpa 

melakukan pengkajian ulang.  

  Berdasarkan aspek pemberian bantuan dana PKH ini, secara keseluruhan 

masyarakat akan diberikan informasi dari masing-masing pendamping dalam tiap 

kelompok untuk memberikan informasi terkait proses penerimaan dana bantuan 

yang telah diberikan kemudian barulah dikirim atau ditransfer ke rekening 

masing-masing penerima manfaat.  

Dalam system pemberian bantuan PKH terbagi atas 2 yaitu: 

1. Bantuan tunai yang diberikan melalui rekening masing-masing keluarga 

penerima manfaat dalam per tiga bulan  

2. Bantuan dalam bentuk sembako yang diberikan setiap per bulan sekali.  

Adapun besaran dana yang diberikan dalam bantuan PKH yaitu: 

a. Bantuan tetap untuk setiap keluarga: 

1) Reguler : Rp 550.000 per- keluarga/pertahun 

2) PKH AKSES: Rp 1.000.000 per-keluarga/pertahun 

b. Bantuan komponen untuk setiap jiwa dalam keluarga PKH: 

1) Ibu hamil   : Rp 2.400.000/ tahun  
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2) Anak usia dini : Rp 2.400.000/ tahun  

3) SD   : Rp 900.000/ tahun 

4) SMP  : Rp 1.500.000/ tahun 

5) SMA  : Rp 2.000.000/ tahun 

6) Disabilitas berat  : Rp 2.400.000/ tahun 

7) Lanjut usia  : Rp 2.400.000/ tahun 

Bantuan komponen ini diberikan maksimal untuk 4 jiwa dalam satu keluarga. 

Hasil wawancara peneliti dengan ibu fitriani sebagai penerima PKH yang 

mengatkan bahwa:  

Dengan adanya program bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintah 

berupa PKH sangatlah membantu kebutuhan perekonomian keluarga kami, serta 

membantu dalam pembiayaan pendidikan anak saya. 
43

 

 

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami program keluarga harapan 

sangat membantu jika pemberian bantuan ini sesuai dengan aspek keadilan yang 

artinya bahwa,  keluarga yang benar-benar membutuhkanlah yang diberikan 

bantuan tersebut untuk meringankan beban keluarga yang tidak mampu, untuk 

meminimalisir permasalahan kemiskinan yang terjadi didalam lingkup masyarkat. 

Ibu Fitriani sudah 2 tahun 6 bulan menjadi penerima bantuan PKH. 

Bantuan dana yang diperolehnya setiap 3 bulan sebesar Rp 975.000  yang 

diberikan dengan cara di transfer di rekening masing-masing penerima bantuan 

PKH sedangkan bantuan sembako diperolehnya setiap perbulannya secara 

langsung ditempat yang sudah ditentukan sesuai dengan informasi yang diberikan 

oleh masing-masing pendamping, menurutnya bantuan PKH ini sangat membantu 
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keluarganya dalam meningkatkan perekonomian dan membantu biaya pendidikan 

ke 2 anaknya. 

Seperti yang di kemukakan di atas, hasil wawancara peneliti dengan ibu 

Surianti, yang mengatakan bahwa dengan adanya program PKH ini sangat baik 

dan membantu sekali, sebab dengan bantuan yang diberikan baik secara tunai 

maupun non-tunai, secara tunai ibu Surianti biasanya memperoleh bantuan dana 

PKH dalam 3 bulan sebesar Rp 975.000 dengan dana tersebut tentu membantu 

sekali dalam pemenuhan kebutuhan keluarga dan ke 2 anaknya yang masih SD, 

serta 1 anak yang masih terbilang bayi dalam pemenuhan pelayanan kesehatan 

untuk bayinya di Posyandu desa, serta bantuan tambahan yang sangat berguna 

dalam membeli kebutuhan untuk bayinya. Sedangkan secara non-tunai pemberian 

bantuan PKH ini berupa pemberian sembako yang diperolehnya setiap 

perbulannya.
44

 Sama halnya dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti 

dengan penerima PKH lainya yaitu ibu Ratna
45

 dan ibu Sitti
46

 yang menjelaskan 

kepada peneliti, bahwa dengan adanya bantuan dana PKH yang diberikan oleh 

pemerintah sangat membantu dan mampu meringankan beban perekonomian 

mereka, serta membantu biaya pendidikan anak-anak mereka, serta tidak hanya 

dalam biaya pendidikan saja, tetapi juga dalam bidang kesehatan.  

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa penerima 

PKH semuanya memberikan jawaban yang sama meski dengan penjelasan yang 

berbeda, tetapi seperti jawaban yang dikemukaan di atas, penulis bisa mengetahui 
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dan memahami terkait bagaimana program keluarga harapan ini sangat penting 

dan membantu keluarga penerima manfaat yang dimulai dari pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari, membantu dalam membiayai pendidikan anak-anak 

mereka, serta bukan hanya dalam bidang pendidikan tetapi juga dalam pemberian 

pelayanan kesehatan. 

Program keluarga harapan memberikan perlindungan sosial kepada 

masyarakat yang bertujuan untuk menunjang serta memperbaiki taraf 

kesejahteraan kehidupan masyarakat yang menjadi penerima bantuan dari PKH 

yang berupa pemberian layanan difasilitas pendidikan, kesehatan, dan 

kesejahteraan soisal bagi seluruh anggota keluarga yang menjadi penerima 

bantuan tersebut. Program keluarga harapan selain dalam pemberian bantuan 

dalam bidang pendidikan, dan kesehatan, juga memberikan bantuan dalam bentuk 

pemenuhan kebutuhan sehari-hari bagi para anggota penerima manfaat untuk 

berupaya dalam mensejahterakan kehidupan sosial bagi masyarakat yang menjadi 

anggota dalam penerima bantuan PKH tersebut. 

 

C. Faktor Penghambat dalam Pemberian Bantuan Program Keluarga 

Harapan di Desa Pekendekan 

Implementasi1dalam pemberian bantuan program keluarga harapan tidak 

terlepas dari adanya faktor pendukung dan faktor penghambat. Dalam hal ini, 

faktor pendukung dalam pemberian bantuan PKH berdasarkan wawancara yang 

dilakukan peneliti dengan Muh. Baso sebagai pendamping menjelaskan bahwa: 

1. Sumber1daya1finansial yang cukup sehingga dapat membantu dalam 

menyukseskan tujuan dari program tersebut. 



2. Koordinasi, yaitu koordinasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang saling 

berkaitan dalam proses implementasi pemberian bantuan PKH di desa 

Pekendekan sudah mulai lebih baik. Hal ini terbukti dari adanya dukungan dari 

pihak desa yang saling bekerja sama dengan Koordinator lapangan dan 

pendamping PKH. 

3. Antusias dari para anggota yang menjadi penerima PKH dalam 

mendukung program ini sangat berpengaruh dalam implementasi pemberian 

bantuan PKH  tersebut.  

4. Tentunya peran pendamping sangat berpengaruh dalam proses pemberian 

bantuan program keluarga harapan karena pendamping yang selalu berhubungan 

dengan para anggota penerima PKH.  

Namun adapun faktor penghambat dalam pemberian bantuan PKH ini 

adalah: 

1. Data yang diberikan oleh aparat desa banyak mengalami permasalahan 

terkait ketidak sesuaian yang ada dilapangan, yang harusnya sudah tidak layak 

lagi untuk menjadi anggota PKH. Akan tetapi, masih saja di ikut sertakan karena 

data yang diberikan oleh aparat desa. Sehingga pendamping agak kesulitan dalam 

memberikan penjelasaan kepada sebagian anggota yang sudah tidak layak untuk 

ikut  serta menjadi anggota penerima PKH.  

2. Adanya komplen dari masyarakat yang lain kepada pendamping terkait 

kelayakan seorang anggota penerima PKH, yang dianggap tidak sesuai untuk 

menjadi penerima bantuan PKH. Menyebabkan terjadinya perdebatan oleh 

masyarkat dengan pendamping. 



3. Informasi yang diberikan pendamping kepada anggota penerima PKH 

tentang pembagian sembako berdasarkan waktu dan jamnya banyak yang 

biasanya tidak terlalu memperhatikan sehingga biasanya harus diundur sebab 

banyaknya anggota yang tidak hadir saat pembagian sembako tersebut. 

4. Adanya sebagian anggota yang menjadi penerima PKH kurang mampu 

dalam menggunakan sosial media sehingga menyebabkan sulitnya dalam 

berkomunikasi melalui aplikasi Whatsapp terkait penerimaan dana bantuan yang 

sudah di transfer kerekening setiap anggota penerima PKH masing-masing. 

5. Penggunaan aplikasi penarikan dana bantuan yang dilakukan di bank 

menyebabkan aplikasi tersebut  megalami permasalahn jaringan karena melebihi 

dari jumlah kuota penerima bantuan.
47

 

Selain kegiatan wawancara dengan pendamping PK, Peneliti juga 

melakukan wawancara dengan masyarakat Pekendekan yang tidak menerima 

bantuan PKH untuk mengetahui terkait faktor penghambat dalam pemberian 

bantuan PKH dengan ibu Asnika yang menjelaskan bahwa: 

Kegiatan pemberian bantuan PKH yang ada di desa Pekendekan belum 

sepenuhnya memenuhi aspek keadilan, sebab masih ada yang harusnya berhak 

menjadi penerima PKH tetapi tidak diikutsertakan dan yang harusnya sudah tidak 

berhak lagi menjadi anggota penerima PKH harusnya dikeluarkan karena sudah 

mengalami peningkatan dalam perekonomiannya tetapi belum dikeluarkan.
48

 

 

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa dalam kegiatan 

pemberian bantuan dana PKH bagi masyarakat di desa Pekendekan masih 

terbilang belum memenuhi aspek keadilan secara keseluruhan berdasarkan 

keterangan yang dijelaskan kepada peneliti bahwa masih banyak yang belum 
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mendapatkan bantuan PKH meski sebenarnya terbilang keluarga yang tidak 

mampu tetapi karena adanya unsur ketidak sesuaian yang terdapat pada aspek 

pendataan yang tejadi di desa Pekendekan sehingga menyebab pemberian bantuan 

tersebut tidak merata. 

Faktor utama yang menyebabkan ketidak sesuaian dalam pemberian 

bantuan PKH sebenarnya terdapat pada faktor pendataan, biasanya yang 

melakukan  pendataan tersebut sepenuhnya tidak menerapkan asas keadilan secara 

menyeluruh, merata, dan tepat sasaran. Sehingga menyebabkan masyarakat yang 

harusnya berhak menerima bantuan PKH tetapi tidak menerima bantuan tersebut 

di karenakan yang mendata tidak memasukkan nama keluarga yang berhak 

menerima bantuan tersebut, atau adanya alasan lain yaitu karena bukan keluarga, 

atau teman dekat, sehingga yang biasanya melakukan pendataan tersebut lebih 

memilih orang yang dikenal atau kerabatnya sendiri baru kemudian sisanya 

memilih masyarakat yang lain. Atau yang dianggapnya layak untuk diberi bantuan 

PKH tersebut. 

Secara nyata pemberian bantuan PKH sangat membantu masyarkat yang 

membutuhkan jika dalam kegiatannya, pemberian bantuan tersebut telah secara 

nyata memenuhi aspek keadilan secara menyeluruh tanpa adanya keterpihakan 

yang menyebabkan pemberian bantuan tersebut menjadi tidak adil bagi 

masyarakat yang harusnya berhak dalam penerimaan bantuan tersebut tetapi tidak 

di berikan karena secara keterdataan tidak terdaftar sebagai penerima bantuan 

tersebut. 

 

D. Maqashid Syariah Terhadap Pemberian Bantuan Dana Program 

Keluarga Harapan di Desa Pekendekan   

Hukum Islam memandang bahwa pemberian bantuan dana program 

keluarga harapan yang ada di desa Pekendekan memang sangat membantu dalam 

meringankan beban masyarkat dalam segalah aspek pemenuhan kebutuhan, baik 

dalam aspek ekonomi, pendidikan, maupun dalam aspek bidang kesehatan.  



Secara maqashid syariah pemberian bantuan dana program harapan di desa 

Pekendekan memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan 

menjamin kebutuhan pokok (al-dharurriyah),  kebutuhan sekunder (hajiyyat), dan 

kebutuhan pelengkap (thasiniyyat) yaitu: 

1. Kebutuhan Pokok (al-dharurriyah) 

a. Memelihara Agama (hifdz ad-din): dengan adanya bantuan 

program keluarga harapan, diharapkan mampu meringankan masyarkat yang 

memiliki anak usia sekolah untuk memberikan pengetahuan anak-anaknya dengan 

memberikan pendidikan yang layak serta ilmu pengetahuan dalam aspek 

keagamaan. 

b. Memelihara Jiwa (hifdz an-nafs): program keluarga harapan 

diharapkan dapat meringankan beban masyarkat dalam pemenuhan kebutuhan 

dalam aspek pendidikan, ekonomi, maupun kesehatan. 

c. Memelihara Akal (hifdz an-aql): program ini diharapkan untuk 

meberikan pengetahuan serta ilmu yang berguna bagi anak-anak dengan 

membantu dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan yang layak. 

d. Memelihara Keturunan (hifdz an-nasl): pemberian bantuan dalam 

aspek pemberian pelayanan dalam bidang kesehatan bagi anak-anak, dan ibu 

hamil. 

e. Memelihara harta (hifdz an-mal): pemenuhan kebutuhan dengan 

pemberian pengetahuan dalam penggunaan serta pengembangan usaha secara 

produktif untuk meningkatkan perkonomian. 

 



2. Kebutuhan Sekunder (hajiyyat) 

Kebutuhan ini mencakup hal-hal penting bagi ketentuan dari 

berbagai fasilitas untuk masyarakat serta memudahkan kerja keras dan beban 

tanggung jawab mereka. Keperluan-keperluan ini terdiri dari berbagai hal yang 

menyingkirkan kesulitan dari masyarakat dan membuat hidup menjadi mudah 

bagi mereka. Unutk memenuhi hajiyyat di bidang ibadah, Islam telah memberikan 

hukum rukhshah (keringanan), kemudahan, dan kelapangan apabila terdapat 

kesulitan dalam menjalankan hukum Allah. 

3. Kebutuhan Pelengkap (thasiniyyat) 

Kebutuhan ini bertujuan untuk membuat berbagai perbaikan, yaitu 

menjadikan hal-hal yang dapat mnghiasi kehidupan sosial dan menjadikan 

manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik, kebutuhan ini 

tidak membawa kekacauan sebagaimana ketiadaan kebutuhan-kebutuhan hidup. 

Namun, perbaikan perlu dilakukan agar peraturan selalu berkesinambungan. 

Perbaikan dalam hal ini mencakup arti kebajikan (virtues), cara-cara yang baik 

(good manner), dan setiap hal yang melengkapi peningkatan cara hidup. Perilaku 

yang menunjukkan thasiniyyat yaitu bersikap ramah terhadap semua makhluk 

Allah dimuka bumi. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian 

bantuan yang ada di desa Pekendekan memang secara nyata bagi penerima 

bantuan tersebut sangat membantu. 

Tetapi jika dilihat dari aspek lain yaitu aspek asas keadilan tentu belum 

secara nyata. Secara asas keadilan pemenuhan tanggung jawab dalam pemberian 



bantuan PKH secara menyeluruh belum sepenuhnya memenuhi unsur keadilan. 

Hal ini dapat di buktikaan dengan adanya penjelasan yang telah dijelaskan 

sebelumnya kepada peneliti terkait pendataan yang dilakukan. Dalam kegiatan 

pendataan yang dilakukan oleh aparat desa masih banyak yang tidak sesuai karena 

masih banyak yang menerapkan sistem yang melibatkan kekeluargaan atau 

pertemanan sehingga untuk menerapkan unsur keadilan secara islam tidak 

sepenuhnya dapat terlaksana. 

Jika pendataan yang dilakukan masih bersifat kekeluargaan serta 

pertemanan maka sangat tidak sesuai dengan ketetapan asas hukum yang ada. 

Sistem data yang diberikan aparat desa dalam penentuan penerimaan  

bantuan PKH yang ada di desa Pekendekan adalah sistem data lama yang di 

berikan setiap tahunnya untuk di ferifikasi oleh pihak yang ada di Kabupaten, 

sesuai dengan apa yang di sampaikan kepada peneliti saat dilapangan, data 

tersebut diberikan bukan karena di sengaja tetapi alasan tersebut disampaikan 

kerena waktu yang diberikan oleh pihak dari Kabupaten terbilang sangat singkat 

yaitu 1 hari sebelum pengimputan di kabupaten maka baru akan di informasikan 

kepada aparat di desa Pekendekan. 

Jika merujuk pada asas keadilan berdasarkan tinjauan hukum islam, apa 

yang dilakukan dalam proses pendataan, penentuan, maupun dalam pemberian 

bantuan tersebut. Sangat tidak memenuhi aspek keadilan bagi masyarakat yang 

ada, sesuai dengan keterangan yang disampaikan kepada peneliti saat dilapangan, 

yang menjelakan bahwa dari segi data sudah tidak memenuhi aspek keadilan 

karena menggunakan data lama yang semestinya setiap tahun mengalami 



pembaharuan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan melakukan 

pengamatan secara menyeluruh di setiap lingkukan masyarkat yang ada di desa 

Pekendekan, terkait siapa yang lebih berhak dalam penerimaan bantuan PKH 

tersebut, bukan hanya dilihat berdasarkan data yang diberikan saja oleh aparat 

desa yang ada.    

Keterlibatan aparat desa dalam penentuan penerimaan bantuan PKH 

semestinya sangat membantu dalam meringankan beban masyarakat yang ada 

didesanya, tetapi jutru menimbulkan ketidak adilan bagi masyarkatnya jika tetap 

menggunakan data lama yang seharusnya sudah tidak di pergunakan lagi setiap 

tahunya, Karena data yang setiap tahunya di pergunakan akan mengalami 

pembahruan atau perubahan terkait kelayakan seorang anggota menjadi penerima 

bantuan tersebut.  

Jika dalam implementasi pendataan yang tidak sesuai, serta penggunaan 

data yang tidak mengalami pembaharuan dalam setiap tahunya maka dalam 

menyelesaikan tingkat kemiskinan yang ada di desa Pekendekan tentu tidak dapat 

diselesaikan secara menyeluruh dan mendasar bagi setiap masyarakat yang 

membutuhkan. Tingkat kemiskinan yang ada di desa Pekendekan tidak akan 

pernah terselesaian jika pendataanya dan penentuannya masih saja menerapkan 

sistem yang tidak sesuai dengan asas keadilan yang ada, bagi seluruh masyarkat di 

desa Pekendekan. 

Sejatinya kesejahteraan itu dapat menjadikan masyarakat yang ada di desa 

Pekendekan menjadi masyarakat yang makmur jika dalam pelaksanannya sesuai 



dengan peraturan yang belandaskan asas hukum Islam dengan menerapkan asas 

keadilan tanpa adanya keterpihakan secara satu sama lain.  



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, penulis memetik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Implikasi pemberian bantuan dana program keluarga harapan di desa 

Pekendekan masih belum merata karena masih banyak masyarakat yang 

ada di desa Pekendekan yang belum mendapatkan bantuan PKH karena 

banyaknya keluarga yang belum mampu tetapi belum dimasukan dalam 

daftar nama penerima bantuan PKH.  

2. Faktor penghambat dalam pemberian bantuan program keluarga harapan 

di Desa Pekendekan yaitu: a) Data yang diberikan oleh aparat desa banyak 

mengalami permasalahan terkait ketidak sesuaian yang ada dilapangan. b) 

Adanya komplen dari masyarakat yang lain kepada pendamping terkait 

kelayakan seorang anggota penerima PKH, yang dianggap tidak sesuai 

untuk menjadi penerima bantuan PKH. c) Informasi yang diberikan 

pendamping kepada anggota penerima PKH tentang pembagian sembako 

berdasarkan waktu dan jamnya banyak yang biasanya tidak terlalu 

memperhatikan sehingga biasanya harus diundur. d) Adanya sebagian 

anggota yang menjadi penerima PKH tidak terlalu mengetahui dalam 

menggunakan sosial media sehingga menyebabkan sulitnya dalam 

berkomunikasi melalui aplikasi Whatsapp terkait penerimaan dana bantuan 



yang sudah di transfer kerekening setiap anggota penerima PKH masing-

masing. e) penggunaan aplikasi penarikan dana bantuan yang dilakukan di 

bank menyebabkan aplikasi tersebut megalami permasalahn jaringan 

karena melebihi dari jumlah kuota penerima bantuan.  

3. Maqashid syariah terhadap pemberian bantuan dana program keluarga 

harapan di desa pekendekan memiliki tujuan untuk merealisasikan 

kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokok (al-

dharurriyah),  kebutuhan sekunder (hajiyyat), dan kebutuhan pelengkap 

(thasiniyyat). 

 

B. Saran-Saran 

1. Sebaiknya dalam proses pedataan maupun penentuan penerima bantuan 

program keluarga harapan tidak menggunakan sistem kekeluargaan serta 

pertemanan tetapi, lebih kepada sistem yang berlandaskan pada asas 

keadilan sesuai dengan prinsip hukum Islam. 

2. Sebaiknya data yang diberikan untuk diferifikasi oleh aparat desa harusnya 

data yang mengalami pembaharuan setiap tahunya, untuk memastikan 

kelayakan untuk menjadi penerima bantuan tersebut. 

3. Sebaiknya penerima bantuan dana program keluarga harapan mampu 

menggunakan dana bantuan tersebut secara efektif dan efisien untuk 

meningkatkan sistem perekonomi penerima manfaat untuk menciptakn 

kesejahteraan bagi setiap penerima manfaat tersebut.    
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LAMPIRAN 



 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Bagaimana proses penentuan dalam penerimaan dana PKH bagi setiap 

keluarga di desa Pekendekan? 

2. Syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk menjadi keluarga penerima 

bantuan PKH di desa Pekendekan? 

3. Bagaimana implementasi pemberian bantuan dana PKH di desa Pekendekan? 

4. Manfaat apa saja yang diperoleh dengan adanya bantuan PKH ini? 

5. Apakah ada faktor penghambat dalam proses pemberian bantuan dana PKHdi 

desa Pekendekan? 

6. Berapa besaran dana bantuan yang diperoleh setiap anggota penerima bnatuan 

PKH? 

7. Bagimana tinjauan hukum islam terhadap pemberian bantuan dana PKH di 

desa Pekendekan? 
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Gambar 3. Foto Dengan Penerima PKH 

 
 

 

 



 

Gambar 4. Foto Dengan Penerima 

PKH

 

 

 

 

 

 



 

Gambar 5. Foto Dengan Masyarakat Yang Tidak Menerima PKH 
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